" "To no one will we shell to.ro one, will we
refuse oy delay vight or ]umce ’
.ﬁ."(Magrm Ckarra T :

Sederet:kata-kata keramat diatas
membuka'suatu cakrawala bare dalam
dunia peradilan pada abad modern.
cwiiSefarah telah inencatat bahwa ma-
nusia‘ternyata harus beruang terlebih
dahulu “unink memperoleh hak-hak
-azasinya, sampai pada-akhirnya dice-
tuskannya Universal. Declaration of

~Human =Rights’” oleh rMajelis -Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tang—
::gal 10 Desernber 1948,

i Dalam hubungan ini, van Asbeck 1)
menulis - dalam introduksi bukunva,
‘sebagal berikut +° S
PFutire generations will perhaps in their
optimistic ' moments mark the adoptien of

“the ““Universal Declaration “of Human
Rights™ the General Assembly of the United
‘Nations (on Dec: 10th, 1948) as the begin-
ning of.z-new erain the history of manking
and in international -law, - or,~literally
true here — “the law of nations™.

Lebih jauh dikatakan, bahiva :
“If; however, this Declaration is to become
one of the gates towards a new legal order
in ‘the'world, i will have to be strengthened
by a fuli — fledged Convention of Human
Rights™.

Menurui sifatnya, maks hak-hak
azasi manusia biasanya dibagi dan di-

*#) Dglam Goenowan Goeromo, Perangmn
Eriminellsedle dalem Fukum  Acara
Fidana Kita, Hukum No. 1 Toehun
1974, Law Centre, b, 111.
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beéa-bedzﬂ{an men;adi beberapa Jems
yvaitu ; 2) :

. Personal Righis, .

. Property Rights,

. Right of Legal Equality,

. Political Rights, .

. Social and Cultural Rights,
. Prosedusal Rights.

Bagd bangsa Indonesia, Undang-Urn-
dang Dasar 19435 mengangkat fenomeé-
na hak-hak azasi manusia yang hidup
dikalangan masyarakat Indonesia, Hak-
figk azdsi manusia yang hidup dika-
langan masyarakat Indonesia. Hak-hak
azasi manusia ini bersumber dar fal-
safah éan pandanwan hidup bangsa
Indonesza yaitn Pancasﬂa —'tercermin
dalain Pembukain maupun Batang Tu-
buh vang merangkum hak-hak azasi di-
bidang hukum, politik, ekonomi dan

sostal budaya.

Hak-hak azasi dalam negara hukum
Indonegsia senantiasa menghormati ke-
pentingan pribadi, tetapi dalam ikatan
hubungan kekeluargaan dan gotong ro-
vong dalam hidup bermasyarakat. Ka-
rena itu, disamping ada hak-hak juga
dituntut adanya kewsjiban-kewajiban
azasi -sebagai. hubungan yang serasi
dan- seperti.ini yang tercermin seba-
gai hak-hak azasi yang dirangkum baik
dalam pembuksan maupun batang tu-
buh Undang-Undang Dasar 1545,

Kemudian untuk lurusnya pelaksa-
naan hak-hak azasi manusia ini perlu
diperhatikan dan diterapkan suatu
azas “rule of law” dinegara hukum



: aman Empm'!c

: Paacasﬂa e yang nnsur—unsurnya terdiri

eparahon of powers and check'
'_d' balances’in ‘governt;
2UTAC xeasonable degree of objectlvy in
. the formulanon of the substan
“tive law; that'is the body of law
which governs the relations of man
tftorman-and man io government.
3::Substantive-:limitations “ 'on fgover
‘ _{mental authonty in relanon u:} in-
dividuals.
asic r*quxrement of, falr prosedure
iadesigned (to. assure fzurness in -the
-.application of law to the individual,
5. Finally, there are the elements of
ceman independent Judmary and an
: =_'-1nciependen‘£ bar,

Didalam Hukum Acara Pldana In-
donesia ‘dikenal suatu azas yang erat
relevansinya dengan halk-hak azasi ma-
musia:in casu hak azasi tertuduh yaitu
azas Praduga tak bersalah atau lebih di-
kenal . dengan azas presumption of In-
nocence.

Dalam kaitan mllah tuhsan summlr
ini d1saj1kan sebaga; suatu pemaham-
an empmk terhadap azas presumptzon
of m'_ ocence’ didalam negara hukum
Indonema yang berfalsafahkan Pancasi-
Ia_ b .

PERMASALAHAN

Walaupun pembu.lcaan Undang—Un-
dang Dasar 1945 beserta batang tubuh-
rzy‘a tidak secara tegas menyebut bah-
W5 Repubilk Indonesxa merupakan ne-
gara hukum namun dag penjelasan
d1a.ku1 ”suprema31 hukum atau ruie of
law” dinegara. Repubhk ‘Indonesia.
Den«an demlkmn, maka penegakkan
rule of law di Indonesia berkisar pada
usaha-usaha agar kekuasaan eksekutif
diatur dan dibatasi oleh hukum 4}

Dalam hubungan ini, International

3po - Carrol € Morel‘.;md, Eq‘um’ Justice

© Under Law, dalam Goenawan Goero-
mo, op eit, h, 114,

4). .. -Soerjono .Soekante, Beberapa Perma-

. salehan Hukym dolgm Kerangke Pem-

Lommission of Jurist vang mEﬁé& ia

“1959, memberikan suain penilyiagn ter

kan kongres di New Delhi pada tah

hadap perkembangan hukum danilei”

adilan di Indonesia, antaza lain sebagax :

berikut :°5)

“Having regard to the long period ‘during
which Indonesia has been completely “outsi.

de the pale of rule'of law, a number ‘of re- - . -

cent ‘developments are hearfening and: nge :
rise to the hope that the couniry manonce.’
agam “walk ' the path of democracy and
ruls of law™

“Membesi perimdungan kepada war:

ga negara dari tmdakan-g;_adakaa ang
semena-nensa dari penguasa, se hmgga
memungkinkan bagi ‘manusia untuk
menikmati martaba’cnya sebagal ‘ma-
nusia, adalah mewpakan tujuan: dan

pada tule of law - dzlam arti materiil

atau ideologis. Sedangkan eksistensi
dari pada azss presumtion of innocen-
¢e -ini merupakan sgglah sato aspé_k
vang tercakup didalam tujuan inf. .o
Permasatahan vang iersaji dalam
tulisan ini; sampai sejauh mana eksis-
tensi azas presumtion of innocengedni -
teleh dilaksanakan, baik oleh para pe-
laksana hukum, media massa, maupun
kalangan the man in the street, dalam
kerangks pelaksanaan hukum (law
enforcement) di dalam nepara mule .of
law Indonesia. :

PEMAHAMAN EMPIRIK ASAS PRE-
SUMPTION OF INNOCENCE.

Sebelum memulai Iangmh menuju
pada ’’problem stelhng”_ nya. akan
memadi lebih tuntas kalau dxkedenan—
kan sedikit fenfang adanya 2 (dua) 51s~.
fim didalam hukum acara pidana po-
sitif. 6)

Sistim vang pertama dikenal dengan
Sistim Anglo Saxon, yang terdiri dasi

3}  Goenavwaen Goetomo, Pidaro Pembu-

- feaan Seminar Kriminologi ke I Tnhun
1969, 1, 10.

6). Berhubung tidek diperoleh data pri-

cmer dord literaiur, meke mumber ind
ik nadio) Amed = Epddiad Boalier  Dara A1e.




Pemahaman hmpmrk .

atau memuai azas-azas : g Habeas
‘Corpus; b, Rule of Law, c.-Presump-
Honvof: Innocence dan d. Due process
Modei

Sedangkan smhm vang-kedua-ada-
lah Sistim Eropa Kontinental, memuat
azas-azas i’ a. Rule of Law, b. Droi
_Abus - Administratief, -c. Presumption
of:Guit, dan d. Crime Control Model,
i+ Pada sistim =Anglo-Saxon, yang di-
kedepankan radalah «azas Habeas Coz-
‘pas”dan’ Presumption of “Innocence.
Sedangkan dalam sshm Bropa Konti-
nenialivang ditonjolkan adalah azas
Rule of:Liaw, sehingga apa bila ferjadi
penvalEa gungan kekuasaan - dikenal
dengan: Abus de Droit — maka akan di-
adili oleff Droi Abus Administratiel.

Denpgan mengamati kebanyakan da-
T suara-suara safana dan ateu dhii hu-
kum- dineger ini‘inklusif hukum acara

pidana, maka dapat dipastikan bahwa™

Indonesia menganut sistim  Anglo
Saxon. Mereka hembuskan habeas cor-
pus - dan ‘mereka dewa-dewakan pre-
sumption  of innocence, seolah-olah
tidak ada lagi vang lebih baik - seke-
dar menirukan katakata Salful Bahri
dalam artikeinya:

Mengawati ayunan langkah mema-
suki problem stellingnya, kita mulai
‘melacak article demi article dar pada
The Universal Declaration of Human
Rights. Dalam article 11 (1) terfulis
sebagai berikut : 7) -

"Everyone charged with a penal offence has
the sight to be presumed innocent until pzo-
ved guilty according to law in a public trial
at which he has had-all the guarantees neces-
sary for his defence™

Kemudian kita coba buka kembali
pasal demi pasal dari Undang-Undang
Dasar 1949, maka dalam pasal 14 ayat
1 akan terbaca :

7)  Vide article 11 {1) Unrversal Declara-
tion of Human Rights (UNQ) dalart:
Baron F.M. van Asbeck, op cit, p.93.
Lihar pula : Mr. Kuntjogro Purbopia-

gt EFeTe Femlr I Ygemre  Admsrein Foapr

”Seuap erang-yang dxtuntut karena dxsanc-

ka melakukan sesuatu peristiwa pidana, b_,er—
hak dianggap tidak bersalah, sampai dibuk-
tikan kesalzhannya dalam suatu sidang pe-
ngadifan, menurut  aturas-aturan  hukum
yang bertaku, dan ia dalam sidang itu dibéri-
kan segala jaminan yang telah ditentukan
dan yang pertu untuk pembelaan’

Begitu- pula kalan dibuka kembal

Undang-Undang ~ Dasar . Sementara
1950, maka didalam pasaI 14 ayat 1
tertulis seperti berikut :

“Setiap orang yang dituntut kazena dlsanw—
ka melakukan ‘sesuatu peristiwa pidana, beg-
hak dianggap tidak bersalah, sampai dibuk-
tikaa kesalzshannya dalam suatu sidang pe-
ngadilan, - menurut aturan-aturan  hukum
yang beslaky, dan ia dalam sidang ite diberi-
kan segala jaminan yang telzh ditentukan
dan yang perln untuk pembelaan”. -

Akan menjadi lebih jelas lagi, di-
buka Undang-Undang Momor 14 Ta-
hup 1970 tentang Pokok-Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, pada pasal 8 me-
nyatakan, seperti berikut : 8§}

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, di-
tahan, dituntut darifatau dihadapkan dide-
pan pengadiiaré; wajib dianggap tidak bersa-
lah  sebelum adanya putusan pengadilan,
yang menyatakan kesalahannya dan mem-
peroleh kekuatan hukum yang tetap’ '

Maka, tidak ada keragu-raguan lagi
untuk mengkonstatir bahwa negara ha-
kum Indonesia memberi tempat bagi
berlakunys azas presumption of inno-
cence atau azas praduga tak bersalah
di dalam hukum acara pidana, sebagal
salah satu wjud pengejawantahan bagi
perlindungan hak-hak azas manusia in.
casu hak azasi tersangka/terdakwafter-
tuduh dalam perkara pidana. 9)

Rerdasarkan atas azas ini, seseorang
tidak boleh dinyatakan bersalah de-
ngan dalih apapun, sebelum adanya

&). Vide pasat 8§ Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970, dalam @ R, Soesilo,
RIB/HIR dengan Penfelasannya. Poli-
teia, Bogor, 1979, k. 342,

9j.  Pada saat tulisam ini dibuat, peaulis
el mmaemperoleq Undaopge-Undane



.punyaxk kuaian hukum yans ietap {m
krachi-van gewusde) %eseorang hanya

“‘boleh “disangka.. atausditudub melaku-:

Kan'suatu perbuatan ‘pidana, ‘yang se-
:laﬂj!liﬁYﬂ. harus dibuktikan fexlebih

dabulu; dldaIam_ pemenksaan chdepzm

SAdang penvad'l L

.kah. seseoxang bersalah atav tidak-da-
Tam: setiap negara yang menganuf rule
of law.adalah hakim pengadilan. -

Sgbelum- ada:putusan: hakim: pengadil-

an-yangiin krachi van gewiisde, maka -

seseorang wajibsuntuk dianggap tidak

bemalah. Oleh karena hal ini merupa-

lcan salah sate ujud hak-hak azasi se~
tiap pessona yang telah dijamin dan di-
Imdungi undang—undang

Berbecia halnya dengan nevara—ne—
gara vang menganut azas Ypresump:
tmn_m...gu_j, nL sepertl Prancis 10)--

maka disini’ seseorang dinyatakan salah

terlebih ‘dahuhy, dan akan dinyatakan .

tidak bersalah setelzh adanya putusan
hakim penvaciﬂan yang mempunyai ke-
kuatan hukum tetap’ yang menyata-
kan ' ketidak - salahannya’ Sebagai
konsekuensinya, maka seorang vang di-

kenakan tindakan penangkapan, pe-

nahanan, penuntutan atau dihadapkan
kesidang pengadilan’ karena dituduh
melakukan gerbuatan ‘pidana, diper-
lakukan sebagai orang ‘vang telah ber-
salah, "kendatipun Kesalahannya ter-
tersebut belum ‘dibuktikan menurut
prosedur' hukum positif,.

" Dalam - negara yang menganut 4zas

presumption of innocence: Justru ber-
lakun sebahknya ‘Sescorang yang di-

tuduh melakukan perbuatan pidans,

sekalipun terhadap mereka dikenakan
tindakan penangkapan penahanan
2UNa kepeﬂuan penyxdzkan atau di-
tunfut, dihadapkan kedepan sidang
pengadilan, dengan dalih apapun tidak
beleh diperiakukan sebagai orang yang
bersalah sebeium ada keputusan hakim

10).  Prof, Dr. Sudikno Mertokumma, 5H,

dalamr  kulich Teori Hmw  Fulon

mg ﬁlemutusican apas

pengadllaﬂ yang mempunyai kekua n
hukum wvang: tetap, mmya‘ﬁa}ca Keosas
lahannya. : i

“Pengertizn’ pumsan haknn disini; -
hanyalah puiusan hakim yang. {elah.

mempunyai kekuatan hukam jangkte- wo

tap. Ini berarti, bahwa terhddap sua}
putusan hdkm yang masih (mung
diajukan upaya hiikum baﬁdmb
Lasam tentu saja fidak dapat dijadi
tolak ulcur nntuk menyatakan bersalah -
atan tldak bemalahnya SeSCOFANg. .

Demikien pula, terhadap seseorang -
vang ditudul ‘melakukan perb_ :
pidana korupsi misainya, sekalipu;
rus dizkui bahwa perbuatan itu memps
pakan perbuatan yang tercela karena::
merugikan kevangan negara — k:ai__au'-
henariierbukii — patut dibesikan fes
tapa. yang setimpal. Namun terhadap
tertudub - tidak dibenarkan untok: dl—
kenakan tindakan-iindakan vang mero~
gikan hakazasinya — seperti, pember-
hentian secara tidak  hormat sebagai”
pegawai negen dan sebagainya. kare»'
na tindakan Tersebut secara tidak anm ;
sung sudah merupakan vonis yang me-
nyatakan kesalahannya. 4

" ‘Berangkat dari sisi pelaksanazn hum.
kum (law ‘enforcement) dinegesi ini,
secara disengaja ataupun fidak dzse,nga— .
ja — implisit atau pun elksplsit - ter-
jadi banyak pelanggarampelanggamn-
terhadap azas presumption of inno-
cence ini. Kalau kita mau menga.‘u;
secara jujur,

Ironisaya, para pelanggarnya jusiry -
kebanyakan dilakukan oleh'pars pelak-
sana hukum - the man behind the
law -, melatui tindakan-tindakan vang .
kadangkala tidak manusiawi atau lewat
pernyataan-pernyatzannya vang ber
kadar over acting, bernada memberi vo-
nis terhadap sesegrang vang ditudub
melakukan perbuatan pidana.

Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Su-
dikno Mertokusumo, SH. meaulis SB»
bagai berikut : 11}

..... ..« Tetapi periv diketahul juga bah-
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Hukum dan Pembanngcm i

‘menduduki tempatyang. penting -dengan
perbuatapperbuatan atau mchapan -ungkap-
a:mya di b1danrv hukum . ... .. .
d&n sete;usnya

Lebm Jauh iag1 d;katakan

”gagy, ejabt tersebut pribadi tidak ada
atay keeil ;e,ﬂwnya depgan mengellarkan
ungkapan—t.nﬂkapaﬁ ta,zqebut tetapi . bagi
dunia, hukam kal itu meaimbulkan kere-
sahan i.urananya loyalitas pada sementara’
‘pcjabat sﬁ.nng puia mcmmbulkan keresah-
an, r P ‘dan scten.snya

Dan 5151 1am hdak kutmowalan pula
111ed1a.. massa -atay pers feruiama surat
kabar. dan pajalab-majalah {erhitung
sebagai pelanggar-pelanggar azas pre-
sumpiion of innoccence ini. Berita-beri-
ta.yvang: dimuat dalam media massa
tidak -terlewatkan bepitu saja tentang
adanya kasuskasus pidana balk berupa
kejahatan . maupun pelanggaran baik
vang bar terjadi maupun masih daiam
PIOSES peslyiciikan atau masih dalam
pemeriksaan sidang pengadilan -~ seka-
ligus juga meayelipkan vlasan atau opi-
ni yang bernzdz memvopis bersalah
bagi orang yang dituduh mefakukan
perbuatan tersebut. 12) Bagaimanapun
juga, sarana xomunikasl yang memuat
berita-berita seperti ini dapat memben-
tuk suatu public ppinion yang bernada
sumbang -bagh stalug sosial yang dimi-
liki orang tersebut.

- Ditinjaw dazi segi jurnalistik me-
mang sensasilah yang dicar = dalam
pemberifaan, karenaz sensasi menark
perhatizn para pembaca dan berita ten-
tang pelanggaran hukum dan peradilan
selalu menarik perhafian. 13)

11} Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH,
Beberapa Azas Pembuktien Perdata
dan Penerapannya dalam Prakiek, pi-
dato pengukuhan fabatan Gury Besar
pada Fekultas Hukum Universitas Ca-
jah Mada, penerbit; Liberty, Yogya-
karte, 1980, k. 21,

12).  Malahan tidak jarang dengan menrcai-
timkan foto reriuduh, dengen hanya
menuiey bagian matanya safa.

121 Benf Dy Sudikno Mertokusuino SH.

berdhh pada sisi van lain, maka’
dari hari ke har tidak jarang kita me-.
lihai atau setidak-fidaknya mendengar:
tentang perbuatan main hakim sendiri-
{gigen -richting) dari oknum-okaum '
masyarakat terhadap sescorang yang:
kebetiulan} disangka atau dituduh me-
lakukan perbuatan pidana. Seperti, tin~
dakan oknum-oxnum masyarakat yang
memuktl beramai-ramal seorang sopix:
kendaraan yvang disangka menabral
atan menyerempet pejalan kaki disua-
tu jalan, mengeroyok seorang yang di-
tuduh menyambar jemuran afau men-
curl ayam dispatue kampung, dan lain-
sebagainya.

PEMUTUP.

Sesungguhaya fidak peslu sampal
texjadi tmddkan»;mdakan atau pemnya-
faan-pernyataan seperti terurai di atas,
fcalan saja azas presumption of inno-
cence yang dianut dalam hukum acara
pidana di negara hukum ini dihormati
dan dilaksanakan dengan tegas, kon-
sekuem, penuh dedikasi dan tangeung
jawab, baik oleh masyarakat, media
massa atat pers, apalagi oleh para pe-
laksana hukun. :

Menutup tulisan summir ini, dalam
“a nuishell” dapat dirangkum bahwa
Undaag-Undang Dasar 1945 yang me-
rupakan peagejawantahan dar jiwa
Pancasila, mengandung fenomena hak-
hal azasi manusia dibidang hukum,
politik, ekonomi dan sosial budaya,

Negara rule of law Indonesia mem-
beri jaminan bagi perlindungan hak-
hak azasi warga negara. Salah satu as-
pek dad hak-hak azasi warga masya-
rakat dalam hukum acara pidana ada-
lah  azas presumption of innocence
atau azas praduga tak bersalah.

Didalam kerangka pelaksanaan hu-
kum (law enforcement} di negara hu-
kum ini, secars jujur harus diakui
bahwa azas presumpticn of irnocence
ini belam dilaksanakan secara iegas,
kdnsgkuen pmuil duhkas: dan tang-
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' DEMOKRASE DI PERANMCES

m:%xms,z Pm,wcm V. GISCARD

DESTAING (diterjemahkan oleh @ Yayu
dan Yudi Hidayat), PENERBIT UNIVER-
SITAS W BONESLA, 1981, 148 hal.

- Bengsa Peraneissepert juga bangsa Aume;
rlk;a {Smkai} :ddg)a?l‘,h disebut - sebugal
bangsa: -bdn%a yang mempelopori penegekan
de 10krasz di  dalam dunia modemn ink
Rosseau, Montesqicn, serta Voltaire dapat-
lah disebut sebagal orang-orang yong mem-
punyal andil daiam bl inl

Kafa démokrasi ity sendis sehenarmnys
felah tumbul dan berkembang jouh sebelum
kedua negara ituv ada, etam sepanjang perja-
lapan wakiy dart mase kemasa, perseps
orang tentang demokrast telah diterime dan
difafsirkan secars sangal berbeda-beda dan
berubali-ubah menurut kurun wakin seriz
tempat di mana demokrasi ita mbah, ban-
kan pada akhiz-akhir ini kota Vdemokrasi™
itu telsh diwarnai oleh kebudayasan suatu
bangsa di mana demokrasi ine tumbuh. 1}
frari sinfteh  barsngkati buky Demolvasi
Perancis  ini ditulis oleh presiden ketiga

Republik Perancis setelah Perang Duma kc— ‘

dua. 2}
Dalars buku ini, ¢lebh punuilsnva demuk-
rusi tidak hanya ditafsirkan sceara sempit

1) Demilianlah Balvwa demokrasi berkent-
bang sesuai deigan Kebuiulian suaid ne-
gara, karenanya denokeasi selaly mengo-
Lomi pertumbithn, seswal dengan weapon
Mac fver, "what we call desmocracy s
begining and not an end . . .. ... (Lha,
Meyir Eoo ORI & Harmaaily Thrahin,
&, Peagontar Hukum Tate Negara In-
donesia, Pusat Stedi Fukuwm Tata Negara
FH-UL Jakarra, 1978, hal. 62; Likat
Jiga, Gwendolen M. Carter & Johin i
Herz, Demokrasi dan Towliterisme. Dua
wjung Dalam Spekrnun Politik (dalam
Frof. Mariam Budiarjo  leds), Mosalah
Kenegaraan, PT Gramedia, Jakarra, 1973,
hat 84).

2) i [ndonesia  berdasurkan  sifar Seria
watak banges kite moha demokeasi it
vekrr Demaokrasi Panensilo®  Libar

‘s Perancid)

sebagat sustu istitah yuridis belakn melain-
kan jugn ditinjau dari segl politis,.maupun
ckonomis bahkan dari segi watak bangsa
perancis ifu sendiri.

Buku dni jelas ditulls dengan maksud
unfuk mencarl suatu identitas bagi bang-
“dimana  penulisnya  berang-
gopar bahwa apa yang ada sckarang
pada bangsa sebaga suate yang sudah se-
Rarnsaya ditinfau atgu minimal di tata kem-
ki Drikatnkanny ) abila filsafat mencari
filsafut bars, politik pin, yang sekian lama
dibayangl oleh patgﬁgpatung Marxisme dan
Kapitalisme yang Kdku dan menindas, me-
ngafah kepada politik baru.

Peran ideologl adaluh memberi penjelas-
an kepada kita agar dapat menganalisa sustu
kenyataan, dan menuniun tindakan kita. Sa-
aget dispyangkan, ideologi-ideologd tradisi-
oail, marsisme dan liberalisme klasik, tidak
fugh memenull syarat pertama di atas. Hal
i adaleh karena, liberalisme klasik don
murxisme Hdak pernah diteliti secara fimifah.
Semungat vang melebihi akal telah membuat
keduanya Dertahan sampai hard ind, megki-
pun keduanya makin tidak sesuai dengan ke-
nyvataan yvang ada dalam masyarakat kita.
o




Tindanan Bk i

keudaksempumaan dari p{:mlklmn
liberai namun dilain pihak ia juge menunjuk-
kan kemzzh.huan dari:pemikiran ind, Karena

wahi

fandasan berpitak masyarakat Pesancis.s
sDikatakan tidak’ sewipuina, karénma Ii-
beralisme “klasik *hanya ‘memperhifungkan
Kékuasasn *politik.* Sedangkan “kekiiasaai
tidak  berarii hanya dalam bidang pohtxk
melamkan juga s ekonomi, sosisd  dan
“Mamun pemikitan lberal” tetap
mumkhlr > kalaw - kita di” berbagei benua
terbukd  bahwa isistem kolektivis ~iidak
mampti’ melaksanakan " kekuasaan demok-
ratls,  ‘maka” konsepsi majemuk dari pe-

mikiran liberal cukup meyakmkm eifekn- ‘

fitasnya ‘(hal 89)

“Pada - berbagai - baris” selanjutnya  dari
buekti * ini, ‘perulis Lerusaha - eniuk  mene-
rangkan * pérwujudan “dart* demokrasi itu
pada berbagal ‘bidang. Di dalam pemerin-
tahan ' ‘dagrah, demoksasi fitu diwwjudkan
dengan sistim désentralisast Hal ini karena
sistem sentralisasi yang telah ilaksanakan
pada masa-masa yang lalu hanya memberi-
kan pertumbuban terhadap Paris saja tetapi
telah menyebabkan lemahnya beberapa pro-
pm51 4) :

Kalau pada sistem kolekt:v:sme maka se-
mua sektor produksi dikuasal negara, sehmg—
ga mematikan inisiatif anggota masyarakat
dalam duma usaha maupun produksi, maka
megnurut Demokrast | Perancis ini . bidang-
bidang produks; yang menyangkut pelayan-
an . terhadap. masyarakat banyak -sedapat
mungkin harusiah dikuasat negara. 5)

. Untuk mencapai hal ini mungkin. skan
dilakukan nasionalisasi. Tetapi nasionalisasi

7

3} Mengenal perbedaan arnfara pemerintah-
en yeng Ttoraliter’! dengant Vliberal” li-
natlah Gwendolen M. Carter & John I,
Herz, opoit. hal 84

4} Desentralisasi adalah penyeraharn wmusan
C.pemerintahan  dari Pemerinteh.. )puset)

_nyak nasionalisasi berarti mau gd k'

“takat tetap memiiiki penczzasazm yang )

'pemﬂqmn ini “gdalah merupak:m.

ini hanya dilakukan kalau sudah Elda}\ ad‘a
kemungkinan lain. Hal ini karena makin ba- .

dari perkembangan ekonominya, serta teiap
membiarkan adanya persaingan sebagai iam~
bang dari ekononi bebas. S
Akhu‘nv.& untuk menuin suaiy masya:
kat majemik yang benar-benar demokm‘
daperluka& aliwa’ ‘alat yaﬂg
pm rnk}rat harus mcndapatkaa keknasa -
dari pemilihan vang bebas dan diadakas
secara teratur. Selain Hu hal ind berarti ;
harus pula adanya suatu kekuatan oposxsx.
vang terbentuk secars bebas, yang - d pai
mengemukakan pendapatnya tanpa hambat—
an. Hanya eksistensi oposisi, dengan krifils
erk yang ét!dncarkannya dan alternatif
yang émsulkannya dapat membcn kel
an yang merupakan pitihan terakhir, Yang,
mcmuwsken pada saat terakhir. (hal 126 _6)

::Dengan membaca buku ing, kita tldak -
nya mengetahui pemikiran {okoh-tokoh'yang
mempengaruhi perkembangan negaranya
sepertl yang dikatakan oleh Lie Tek'fjeng
dalam kata pengantar buku ini -, mélain-
kan kita juga dapat melihat pandangan se-
orang - tokoh blok -barat terhadap 1deolug1
iawannya yaitu blok fimur, -

Hamud M. Balfas

5) Negara Aarenanya tidak hanya berﬂmgsx
sebagai “penjaga mdem” saja fNacht~
wachier Sraat) Dalam hubungan perin
pula dilinat apa yang dikarakan olelt pa-
sal 33 ‘avat 2 UUD 1945 : Cabong-ca-
beng produlsi yang penting bagi negara
dan yang -mienguasai hajat hidup orang

- banyek-dituasal oleh Negara. Lihat pula
TAP MPR Ne. IVIMPRI1978 mengenai
ciri-ciri positif dan negarif d:m Bewo-
krasi Ekonomi,

6} FRalem hal ini perly pula dilihat ape yang
ditetap kan oleh Intermational Commission
of Jurist mengénai sparat-syarat dasar da-
i ' governiment under the

. _mfe of Iaw L yeind sebogal berikuz

Fro reksz twnt:fus:om! Pengadilan-penga-
dilan yang bebas dan tak memifiak; Pe-
milihan-pemilihon yang bebas; Kebebas-
i, menvatekan pendapai; -Kebebasan
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@Gi SUAT U PiZNGANTAR
iono. S&ekanta SH MA, Hengksehk»
vn” SH, D, Muiy;ma W. Kusumah,
Gha!m Indanesaa, 127 halaman, 1981,

LB Té;’)inazd {1830 191 1), semanw akhli
fm 6;)01061 Prancis pertama kali memﬂkm
nama Knmmologl, yang kemudian semakin
megz muk benmknya sebavai bsdzmu pe-

kej;i'tatan se}a}; pnrtengahm abad ke-19.
Perkembangan terjadl kurena pengaruh yang
pesat . dari | thmu- ilmu pcnoetahuzm alam
{“natusal sciences™ dan setelal itu kemu-
dian<dumbuh sebagai bidang pengetahuan
itmiah dengan pendekatan dan analisa-anali-
sa yang lebdh bessifat sosiologis.

HKriminologi  bertujuan untuk mengem-
bangkan suatu kesatuan prinsip-prnsip yang
umunt. dan-terperinei serts jenis-jenis penge-
tahuan - dain tentang proses hukwn. Penge-
tahuan ini akan dapat memberikan sum-
bangan bagi perkembangan ilmu ilmu sosial,
dan pada gitirannya iimu-ilmy sosial tersebut
akan ‘mémberikan bantuan Kearah efisiensi
pengendalian sosial. Kriminologi memperha-
tikan penetapan langsung dari pengefahuan
pada program-program pengendalian sosial
atas kejahatan.

Di dalam hubungannya dengan donmatxk
hukum ‘pidana, maka kriminologi memberi-
kan konstribusinya di dalam menentukan
raang lingkup dari pada kejahatan atav pri-
laku yang dapat dihukum. Dengan demi-
kian, maka hukem pidana bukanlah meru-
pakan -suate  silogisme dari pencegahan,
skan tetapi merupakan suaty jawaban terha-
dap adenya kejashatan. Sebagai contoh pa-
sal 341 & 342 KUHP yang masing-masing
mengatur- prihal pembunuhan anak serta
pembunuhan  anak yang direacanakan.
Perbuatan ‘membuiub - tersebut ‘secare kri-
nrinalnol merimsiran topiafy monuaiatioanagn

LObyek- studi .yvang  penting dari . penge-
tahusn  kriminolegi vang pertumbubannya
dipengarubi . perubahan-perubahan politik;
ekonomi, - sostal maupun pengaruh-penga-
wh ideclogl, yakni : I. Persepektif vang me-
nekankan pada "sebab kejahatan dalam dird
individu” 2. lingkaran penyebab diperhuas
dengan suatu pergeseran fokus dari individu
pada kondisi-kondisi vang menghasilkan??
penjehat, 3. meningkatnya kesadaran me-
ngenal sifat politis dari kejahatan. :

Salah satu masalah strukierl yang pes
lu diperhatikan di dalam analisa kriminologi
di Indonesia adalah masalah kemiskinan.
Telah cukup banvak studi dan penelitian
di Indonesia yang mengungkapkan masilh
berlangsungnya proses pemelaratan di negeri
ini. Dalam kiiminologi proses pemelaratan
tersebut seyvogyanya dianggap sangat harus
penting, oleh karena kemiskinan merupakan
beniuk kckcrasan siruktural dengan amat
banyak korban.

HIZBULLAM

HUKUM TATA MEGARA, Prof. Mr Dic-
kosutono, dihiimpun oleh Harun Al Rasid,
Ghalia Indonesia, 200 halaman, 1982,

Buku ini merupakan himpuran dari ku-
lak-Kuliah almarhum Prof. Mr. Dijokosuio-
no. ‘Sebagizn besar isinya banyak membica-
rakan ‘dan membahas masalah konstitusi,
karena “top event” dalam masyasakat ketika
itu (1956) ialah pemilihan umum (vang ti
dak bisa terlepas dari situasi politik keiika
ituy untuk membentuk Konstituante.

Konstisusi dalam arti politis, adalah hu-
bungan kekuasaan yang nyaia dalam suatu
negara; yang akhir-akhir ini menarik perhati-
an kita, sebab sudah beberapa kali terjadi
pergeseran kekuasaan anfara Presiden, Kabi-
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. '_Ri'ngka'san B_itku baru

kesenmn, hasil ilmu pengetahuan — sehingga

merupakan wet boek yang lengkap mcmuaf

segala soal.

Pembentukan konstitusi (UUD) kata pa—
da fangeal __1_8_=Agus_tu_sl945 bukanlah hasil ;-

karya deri Konstituante, akan tetapt orang-
otangyang: ditunjuk-oleh Bung Karnosdan
wakit-wakil daerah.

Konstituante ialah suatu badan yang anggo-

ta-anggotanys dipilih oleh rakyat den tugas.
nya hanyaiah membentuk konstitusi, lain
tidak. Jadi kajau konstitusi sudah ferbentuk,

Konstituante bubar. Konstifuante yang me-

netapkan dan miémilily bentuk negara kita

monarchi, aristokrasi atau demokrasi. Sam-

pai  sckarang . {1956) » vang dipilih  iaiah -
democratische rechistaad afau national de-

mocratische staat. Mengapa natignale de-
mocratische ? (hal. 137).
Suatu pertanvaan, apakah benar norma-

ai p d _tahun 1948 ya.itu ketika - norma dalam konststust (UuD) tidak

'-puny.n Sankm Smats saacﬂe memang

usi “sebagal’ hasil “filsafah; hasil -

lain-lain.
Ao uxzstenue

ada ’Iempl ]Jﬁ"an dmi)_lkan publiek
nrafsurat kubar Ketika 251
arno-kawin ‘dengan ‘Hartini. Perwas
demikian juga ketika Sartone meletakkan

: ._]dbdfail dengan tiba-tiba thal. 143

Dewasa ini didunia ada spanning, Ada

dua blok yaitu blok Amerika dan blok

Rusia. Endonesia - mencari  derde-macht-po-
litiek. Penulis meragukan akan politik Juar.

- negeri yang bebas aktif. Halinitidak mupg-

kin, oleh karena walau bagaimanapun jugs,
andaikata. pecah  perang. antaza Rusia dan
Amcnka, kita, toh akan furut. jadz korkan.

.Sebenamya dulu . Syshrr sudah pemah'

mengemukakan dcrde-ma{:ht—pohnek Ini
tidak lain dari politik Ingeris yang sudah ke-
hilangan pengarub. Jadi, Kalau sendirian
sudah terang tidak mungkin.’ Oleh' sabab
itu muncul blok- AaA, NATO, SEATO dan
Sebaiknyva ciemikmn, harus ada

GITA HAEZ OCTAVIANL




" SURAT PUTUSAN
Nomor 62/1981/Pidana.

1DEMI KEAE)ILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAYA ESAL

:Pengadﬂan Negenl Bandum yang memenksa perkara pidana dalam pe:kara tcrdak—

_FﬁRDAUS bin MOHD. NOOR.,

‘Umur 18 tahun; tingzal di Jalan Kebon rumput No. K.23 Desa
" Bafbs Kecamatan Cimahi Selatan Eabupaten Bdndung
"Pekerjaan Pela]ar

) Tela(z membaca enetapan &ﬂtua Penuadﬁan Negeri 1 Bandung tanggal 28-4-1981 No-
._moz 62}'1981/?;(1&513/}3(15:

- Telah membaca Penatapan 1:ageal $1-Mei-1981 nomor: 62/1981 Pidana;
i Telah mem pelajari dan menclit berkas perkara;
Telak mendengar pembaeaan tudehan Jaksa serta mempelajarinya;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
“ Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar pembzcasn tuntutan laksa vang dibacakan pada tanggal 28 Mei
1981;
Telah mendengar pembelaan terdakwa yang-diucapkan secara lisan pada tanggal 26
Mei 1981;
Pengadilan Negeri tersebut akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditudubh mefakukan perbuatan seperti diteduhe-
kan oleh Jaksa yaitu bahwa ia terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 20 Februari 1981, jam
095.00 pagi setidak-tidaknya dalam bulan Pebrari 1981, di dalam kelas 1§ IPA I SMA Sri-
wijaya, Cimahi Kotip Cimahi kabupsten Bandung, setidak-tidaknya disalah satu tempat
yang magih termasuk dacrah  Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja telah
melakukan pehghinaan terhadap Presiden Suharte dengan kam-kata: "SAYA KURANG
SENANG TERHADAP PRESIDEN SUHARTO MENGENAI IDIOLOGIENYA, YANG
AGAMA ISLAM DINOMOR DUAKAN penghinasr mana dilakukan oleh tertuduh dide-
pan kelas murid-murid kelus IF [PA SMA Sriwijava yang sedang mengadakan mimbar kelas
yang dipimpin oleh saksi NY. YAYAN RUMILAH bt. SUKRIYA, sebagai guru pengajar-
nya pada saat itu, penghinaan mana dilakukan oleh tertuduh di mana yang dihinekan tidak
hadir dihadapan lebih dari me.n orang atzu dihadapan seorang lain yang hadir dengan
{idak kemauanaya dan yang merasa tersentuh hatinya; .

Melanggar: pasal 134jo 136 bis K.U.H. Pidana;

Menimbang, bahws terhadap tuduhan tersebut tercakwa membenarkan isi surat tu-
duhan tapi menyangkal telah menghma Presiden;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberi keterangan seperti yang
ia terdakwa berikan pada pemeriksaan permukaan yang lengkapnya seperti tercantum dalam
berita-acara pemeriksaan perkam inj, yang untuk singkatnya dianggap termasuk dalam pu-
tusan ini;

Menim bang, bahwa pokok dari keterangan tersebut adalah :
Bahwa. benar delaml suatu mimbar kelas tanggal 20 Pebruari 1981 jam 09.00
pagi giliran menyampaikan isi hati dan pendapat saya telah menyampaikan:
— Saya tidak senang, pada laki-laki dan perempuan vang saling berpegangan:



: Bahwa kemudlan terdakw terke;ut sendm seteluh menvucapkan 2 kahmat ter

Bahwa' ‘prada‘kesem patan’ menchadap Kepala Sekolzh'ia terdakwa langsung moh S
‘maaf atas wcapan-ucapan yang telah ia terdakwa keluarkan dalam mimbar: kelas RS
vang lalu;

- Bahwa ia terdakws menyesal atas kefadian tersebut:
— Bahwa ia terdakwa sama sekali fidak bermaksud menghina Presiden;
. Menimbang, bahwa Faksa mencagukan 2 .orang saks, yaitu Ny Yayah Rurmiah bt
Suinya dan Drs, Tatang B‘zluaern, L .
) Mcnﬁmbang, bahwa saksi Ny. Yayajl Rumﬂah urn yang memxmgm mxmim ke
dl bawah sump&h member; ketcrangan cenfm-m dcngan keterangan yang chber

nikszan erkﬁra inidan

Ménimbang, bahwa'y'anﬂ pokok dazi keterangan tersebut adalah
- . Bahwa benar terdakwa. dalam, suafa mimbar kelas vang Aipimpin oleh i

teL.th menyampa;kan isi hat:/pendapatnya tentang pergaulan muda—mud1 yang o
- __terlalu bebas dan menyampaikan pendapa‘mya yaitu bahws “ja ierdakwa dak
... senang pada’ pemeunmhan Presul n Soeharto dan ndak sehang agamd Isiam di-

‘homor du'lkan = :

.~ Bahwa henar sctelah mendap..i p
:}can oleh da terdakwa adalah idak sesuai dangmz thema mimbaz kelas pada waktu
S ituja terdakwa menyada 1'kékehruannya,
—:__'Bahwa tiaema mimbar kelas. padn waictu 1tu adaiah tenmnﬂ Imgkungan sekolah
“dan situasi beiajar menydngkut gurat, siswe dan sarana belajar; |

' Bahma benar pada kesempatan menofhadap Kepaja Sekelah Jn terdakwa m_ nyam-
'”palksm penyesalannya dan mohon ma.lf . :

: Memmbdmz bahwa . saksi Drs. Tatang Bachmem, Kepala Sekola.h SMA Negen
vmaya d;bawah sumpah memban keteranum sesuai . dengan apa yancr in saksi felah
berikan pddd pemenksmn P muldan,' z lcnwkapnya seperti ‘tercantum dalam bentq j
a{,a:a pemenksaan perkd;a ini dan unmk ienakapn}a chdngg&.p termasuk dal.lm putusan 1m,

* Menim bmg, “bahwa pokok da,r; keterangan tersei)ut ddalah
- Bahwa benar ia saksi telah mendapat laporan dari saksi Ny. Y.;yah Rumdah ‘ten-
S rane dp.l yang ri1sampalkan oIeh terciakwa daiam mlmbm: kel:;s tanggai 20 Pebman
B’thwa dalnm form te.rsebut ia terdakwa tel:sh menyampaxkan bebempa peadapat
*y;utu R -
“oohahwa fa terdakwa t;dak senang pada iak;*lakx dan wamta yang sa}mg bezpeoa-
nga;
“- bahwa ia terdakwa tidak senang wanita yang h;cara-berter;_akﬁtz;iru;k;
- bahwa ia - terdakwa. kurang; senang . akan . pemerintahan Presiden Socharto:
bahwa ia terdakwa kumng senang agama Isiam dinomor duakayn,
~ Bahwa benar pada waktu ia terdakwa chpanggﬂ oIeh ia SdkSl iz terdakwa menoata—
"_"‘_I\dn penyesal.mnya dan mohon maafi :
Z"Bahwa kemudian ia saksi: dipanggil olali komandan Iwchm Clmaha untu%: dxper:k
LHH :
- Bahwa kemudian fa terdakwa ditahan oleh Kodim:setempat:. |

" Menimbing, bahwa kemudizn Jaksa mienunti( agai ‘terdakwa dijatuhi hukiman 3
(tiga) bulan dalum masa percobaan 1 (sati) talwin dén menuniut agar terdakwa dibebani
membayar. ongkos perkara sebesar Rp:5.000,~ (dimaribu rupinh) karens Jaksa berpendapat
bahwe telah terbuki bersalah melakukan kejahatan: “penghinaan terhadap Presiden™
sesual dengan bunyi pusal 134 jo 138 bis K.U.H. Pidana; -

Menimbane. babwa dalam keeemnatan mensteankan nlodant fardalrarn mmonsras s i

: elasan_ dan m saksx imhwa apa yzmg dasampm— N



Fukum dan Pembangin .

. TENTANG HUKUMNYA

Mcnim.bmg, bahwa Jaksa telah menuduh terdakwa seperti dalam surat tuduhannya
< yang. pokoknys terdakwa telah mel.iktzk‘m perbuatan yang diatur dan diancam oleh pasai
Ci340.1536. X UL Pidana; : .

'Tentang 136 bis KUH, Pidapa :

) Memmmng, bahwa’ meskipun pasal 136 bis KUIL Pidana masih mernpakan hukum
. posmp,_akan tetapl Majelis akan menwesampmqk;m pener.ipm pasal tersebut dalarn perkara

-L.hustis uniuk menunjang d.m uniuk memperl\u‘.t Repeni:mgm pcmermhh koionm}
Bahwa pasal 136 blS Lcrsci)ut khusus dkc:]ptaka;} unfak Megara ]ajdhdll yong dlsebut
Ned. Indie;
-'Bahwa nasai 136, bis KUH. Psdzma tersebut telah “Keliwatan™ atau fidak ikut serta di-
15 atau belum sempat dihapus dengan Undangundang no. I tahun 1946 bersama-
_ama b_nyak peratumn pei- Undanv-undaman vang lain yang manga pasal-pasal tersebut
nyata-nyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang fidak sesuai lagi dengan bentuk
._dan susunan Negara R.L sebagai Negara yang merdeka dan berdauiat penull;
= EBdhwa s:.fat hukun di alam Kalonia! masih melekad pada 136 bis lebih-lebih ka:cna 136
““bis diciptaksn untuk menghadapi’ gerakan kebangsaan dan Kemerdeksan Indonesia;
A Menimbang, bahwa pertuubmaan tersebut di atas berdasarkan faham dari bebe-
fapa Sarjana yang d]pelopon ‘oleh Sarjana Roscoe Pound yang terkenal dengan "legal
. Realism nya di mana mcreka berpendapat bahwa Hakim mengambil dan menyatakun
B putusan dalam perkarz yang dhadapi diberi itbebasan untuk menvesuaikan dengan kKe-
ada:m sosml yang berlaku (Prof. Sri Scemantri, hak menguji Materieel di Indenesia);

Memmbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat tersebut di afas, oleh
karena itu hcrciasa:kan pestimbangan-pertimbangan’ fersebut di atas Majehs menges.un«
pmgkan pasat 136 bis KUH. Pidana untuk diterapkan dalam perkara ini;

[+

. Bahwa pasal 136 bis bertentangan dmgan Azas ”Unus tcstts nullus testis” dafam _lmk'uzﬁ
. pembuicdan; '

: Menimbang, bahwa buny; pasal 136 bis adalah sebagai berikut: “Dalam pengertian
penghmaan tersebut pasal 136 termasuk juga perbuatan-perbuatan tersebuf pasal 315,
jika hak- ifu dilakskan diluar hadirnya yang terkena, baik dengan tmgkah laku dimuka
umum, maupur Hdak dimuka smum, dengan perbuatan, lisan atau tulisan asal dimuka
Jebih dasi 4 orang, atau dimuka seorang lain yang ada d4i dte tidak atas kemauan senditi
dan merasa tersinggung oleh kareranya;

Menimbang, bahwa anak kalimat terakhir dari pasal 136 bis berbut“syl . atan
dlmuka seseomng lain yanﬂ ada di situ t:dak atas kemav:m sendiri dan merasa tereme-
gﬁﬂg i
Menimbang, bahwa dengan demikian menumg pasal 136 tersebut sare orang saja
-, yang melihat perbuatan atau mendengar ucapan terdakwa telah merupakan bukti yang

cukup unfk menghukum terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hukum pembuktian pasal 136

bis KUH.Pidana bertentangan dengan zzas “wnus testis nullum testis™. {satu saksi bukan-
Iah saksil) seperti tercantum dalam pasal 300 HLLR.;

Bahwa pasal 136 bis KUH.Pidara adalah bertentangan dengan Undang-dndang Dasar
19457

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Pemerintak no. 2 tahun 1945 tanggal 10 Ok-
dwTemin A ERA L Furmem o ivt @ i awdaoae cavnen] I A driemrn Racalilhiam Tlmedarsottssdoms Tlooan 1OARY

TS



: ..Memmbdng, .__bahwa supe 1'telai d:scbutkan ai tas, Undanv undang ne. 1

1946 ‘telal menyesuaikan’ peramrzm “hatkum p1da:m fama, khususnya pewluran—peratu an.
yang terdapat dalam Wet boek van strafrecht voor Med. ladie derngan keadaan masy 1
-Indonesia seleiah proklamast kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sehingga. Undan Rgti- I
dapg no. 1 tabun 1946 tcrbebut dikenal sebagd; Undang»wzdang tentang Hukum Pzdarza_

-akan'tetapis Undangundanr’ 16,1 tahun3 945 tersebut felah “keliwatan” {telsh ndak me-__.'_'__ _

naﬂmt serta}.zm} menghamskan pagal Y1367 bis W.v.S Voo Néd Indie yang nyata-nyata_'_-

menurut sejarahnya diciptakan uniuk negara jajahan demi kepentngan negary penjajahnya, o '

p Menmbmg, bahivipasal 136-bis; sesual dengan Bunyinya merupakan pe:luas‘.n atau o

memperiu.ls jangkauan {strekking) ch.n pasal 134 KUH. Pidaﬂa {Stdatblad van Ned Indie
339%30 134); 4 EETaET

Menimbang, bahwa pasal 336 blS d1£ambahkan dalam B I titel 17 untuk mencakap_-
sgmua beniuk penghinaan yang disebutkan dalam B I titel ¥XVI . dan semua pe::buatan«j'
perbuatan yang straftechtelijk fidak termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh B IT
titel “XV1 KUH.Pidanz tetapi mcmpanym &:tl memhma” Premdenﬂ{epala Negara |
waktn itn Ix.emnc atzu Koninging;

nvgtaan pemyatqan yana ildak memun aiau palm scdﬂqt t1dak setuju d,;tpat dlmasukkan_
perbuaian menghina Presiden ‘atau’ Wakil Presiden sehm ou suatu kritk, sekalipun bersifat
obyektip dan zakelijk, pada hakekatnya meagandung hecamu.n yane tentunya pemyataaa .
tidak memuji atan paling tidak, tidak setuju dapat dianggap sebagei penghinaan;

Menimbang, bahwa ksrena perumusan pasal 136 bis XUH Pidana yang sedemikian
it maka-jangkavan pasal 134 KUH Pidana menjadi-sedemikian rupa sehingsa Dr. ‘Wizjono
Prodjodikoro -5.H. ‘bekas Ketua Mahkamah Agung R.1. berpendapat bahwa lebil mudah’
terbuar-tindak  pidana darl pasal 134 K UH ‘Pidana dari"pada tindak pidana dari pasal 135
KUF Pidana (Ds. Wil‘le‘lO Pdedeh(DIG Eresco, .Tdkarta - B.mduncr 1974 cet. 2 hdlzam i
218y . :

Menimbang, bahwa pasal 136 bis dapat dipandang sebagai suatu ketentuan yang ber-
tentangas. . dengan' "*Azas ‘kebebasan untuk menyatakan pendapat (Prof. Oemar Senoaji
bekas Keta Mahkameh Agung R.L, Hukum (Acara) Pidana dalam -prospeksi,'Erlahgg‘ K
J;Lkarta 1 976 cet 2 halaman 162); .

Memsnbang, bahwa Negara R adaiah negara Hukum dan Neoam Demokmm d1 mana
pada hakekatnys kedaulatan ditangan rakyat; e
Bahwa di dalam Megara Demokrad rakyat ditkat sertakan dalam pemenntahan baik sgcata
langsung maupun melalni badap-badan perwakilan;
Bahwa dalam Negara Demokras diperkenankan adanys kntlk yang obyekhp dan zakeizjk;
yang merupakan bentuk dari kebebasm untuk menyatakan penddpat yang dzalml dan di-
jamin oleh UndanglUndang Dasar 1945; Lo

Mennnbanw bahwa pasal 136 bis yzmg memperluas Jangkau.m pasai 134 KUH Pldana
scinn gga dapai memidasa semua bentuk-tentuk perbuatan penghinaan yang dimaksud.
oleh B, 1 titel XVI KUH. Pidana dan perbuatan-pcrbuatan yang strafrechttelijk tidak ter-.
masuk B I titel XVI KUH, ?1dana tapz bemtat menvhma E’res&den, termasuk krmk yang
obyektxp daa deell_]k,

Memmbmg, bahwa berdnsarkan urgian Lezsabut dt ams }alas pasal 136 bis bezwnia—'“
ngan dengar; Undang- Undang Dasar 1945; R : B :

“Menimbang. bahwa damzaﬂ menvamsinalan pasal 135 hie ETJLE Psdam vr e B
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kelompok Sarjana-sarjana Hukum dalam Seminar Hukum Nasional 11 pada Desember 1968
“di Semarang yang telah menyimpulkan bzhwa “hak menguji materieel merupekan wewe-
nang para Hakim untuk menyampingkan Undang-Undang nrefalui perkara yang sedang di-
] hadap: karena dxanggap bextentangan deng:m Undan & Undang Dasar 1945;

Tentang 134 KUH. Pidana :

: Memmbang, bahwa bunyi pasal 134 KUH Pidana adafah :

“_Penghmaan yang dﬂakukan dencan sengzja - terhadap Presiden ataun Wakil Presuien
[ diancarn dengan hukuman p1dana paling lama 6 tahun atau denda paling iﬂnydk
'Rp 300—-:_ - . :

p Memmbang, balwa unsur-unsur dari pasai 134 KUH. Pidana tersebut adaizh :
. Penghmaan :

<L Adanyz kesengajaan,
i II I \ Bdhwa yang chhma adalah Pxemdeu atau Wakil Presiden.

i. ’I‘entang Penghmaan

Memmbang, bmwa pengixmaan atau pcrbaatan menghma, aleh .pasal 134 IxUH
Pidana fidak diberikan perumusannya perbuatan vang manakah vang disebut menvhma
tersebut

‘Menimbang, - bahwa menurut - MVT (Memorie van Toelihting), vang dimaksud
d_ngzm ‘penghinaan pasal 134 KUH. Pidana adalah perbuatans -perbuatan yang dimaksud
da.tam B 11 titel XVI KUH, Piduna dengazn judul “Penghinaan’ “Het begrip beleediging
maet wo;dcr verklaard wit Titel XVI” (H.J. Smidt Geschiedenis van het Wv.S, HD T_]eenk
Wﬂlmk Haarlem §891. cet IF bag Ii;

Memmbzmg, bahwa B I titel XVI tidak memberikan perumusan tentang apakah
penghinazn itu;

“.-Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang pengertian tersebut Majelis mengambil
dari Kepustakaan- (Literatuur) di mana kebanyakan Sarjana-sagana terkemuks -seperti -
Simons, Noyon, Langemeijer, Tirfaatmaja; Satochid Kartanegara, Wiryone Prodjodikoro
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penghinaen adalat -

“Menyerang kehormatan dan nama baik orang lain” (De aanranding van jemans eer of
goede naam);

-Menimbang, bahwa pengertian kehormatan dan nama baik, para Sarjana pada umurs-
nya mempunyai pendapat yang berbeda-beda; :

Menimbang, bahwa Simons berpendapat, bahwa tentang kehormatan sebagai obyék
dati penghinazn, sangatlah tidak pasti (zeer onvast) karena pengertian tersebut dapat di-
hubungkan dengan nilai-nilai kesusilagn dasi manusia dan sifatsifat lain dari seseorang,
terutama tingkat kecerdasannya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tentang aenwertlan kehormatan seperti dxusalkan di atas sangat
lah subyeknp, )

Memmbang, bahwa Majelis akan menafsirkan pengertian Kehormatan atau eergevoel
dengan ukuran yang mendekati obyektip dengan meninjau apakah perbuatan/perkataan
yang dikeluarkan oleh terdakwa telah melanggar atau memperkosa kehormatan dan nama
baik Presiden dengan meninjau pula keadsan ateu masalah-masalah yang meliputi perbuatan
tersebut,

Memmbang, bahwa Putusan Pengadilin Negeri Malang 29 Desember 1954 dalam me-
nentukan apakah kata-kata vang dikeluarksn oleh terdakwa merupakan kata-kata vang
mengandung penghinaan, Pengadilan Negeri tersebut menilai apakah kata-kata itu “onguns-
tg"” (mempunyai arti yang tidak baik) (Dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Soekar-
no, di mana terdakwa mengatakan bahwa zgama Pres ~2n Soekarno adalah agama Sontolo-




] Memmbang, bahwa yang dunaksud .dengan sama Dbaif atau goede naam adamh
o _”}\ehormatarz Iua.t ymg dlbenkan oleh masyarakat kepadanya (S].m ons);

Mennnb&ng, bahwa be:dasa.rkan urzian pertlmbangan di atas, Majelis berpendap
bahwa sucapan terdakwa tersebut sama sekali tidak menyerang kehormatan (dalam “arti
; 'I\ehormatan subyektip) atau, nama bzuk (mkal atav.z pengakuan dan nilai yang secara ubyeknp
. diberikan kepadanya); . o :

-'_Memmbang, bahwa ucapan ucapan tersebut menurut pendapat Majehs meru;aa-"-'-".

: .-UndanOD sar_, :

: mmiaang, bahwa Qlch karena ma Ma;ehs menylmpulkan bahwa ucapan terdakwa
yanc dxsamp.ﬂkan datam forum- mlmba: Jelas tersebut bukan me;upakan ucapan yang mesn,
hina Presiden; ¥ WL » 3k -\ :

Memm bang, bahwa oleh karena 11u uusur ddn pasa! 134 I\UH Padzma txdak terpe»
nulu,

] Memmb«mg, bahwa oleh karena unsur yang I tidak ferpenuhi maka terdakwa harus'
dmyatak.m ‘tidak tcrbuku telah me!akukan pexbuatan vang dituduhkan;

+Menimbang, : buhwa selanﬁ:mya Majehs t.dak peﬂu membahas da_n membuku_
unsus-unsur lain dari pasal texsebut;, i i . = ¥

'-Memmbang, bahwa c!eh karenanya te:dakwa harus dxbebaakan, '

nnbang, bahwa oleh karena terd.lkwa harus. dibebaskan maka ongkos pe:kam
dkdﬂ dltanggunw oh,h Neaam, HA : : = ; Tk

i Memperhatlixml pasal- pasal pasal 28 Undang—Undang Dasar 1945 pasal 136 b}s‘
dan pasal 134 ru H deam dan pasal: 300 H LR; i

N _ _ M E N G AD ! L 1
: Membebaskan teréakwa dan tuduhan,
Menyatakan ongkos-onwkos perkara dltanggung oleh Neﬂara. '

DEMIKiANLAH chputusk.m dalam Rapat permusyawaiataﬂ Magelis Hakim Penga—
dilan Negen I.Bandung yang dlketu;u oleh Ny. M.B.S,A. Santoso Wahyudi S.H..dengan Ha
kimhakim  Anggota Ny. M.A. Wmardl S.H. dan A, Sogdiana Achmadisastra S.H. dan. g
ucapkan pada hari : RABU, tanagai 10- JUNI - 1900 delapan puluh satu, oleh kami: N .
M.B.S.A. Santoso Wahyudi 5.H. sebagai Hakim Ketsa, Ny. M.A. Winardi S.H. dan Pupung
Purwariman sebagai Hakim Angeota, dan pada hagi.itu-juga putusan tersebut diveapkan:.
dimuka umum dengan dihadliri oleh Hakim-hakim Anggota, U, Djudaria Anwar S.H. Jaksa:. .
pada Kejaksaaan Negeri CimahifBale Endah Kabupaten Bandung serta Ny, A. 15 a h, Pani-
tem Penggant; dun terdakwa sendiri

CHAKIM-HAKIM ANGGOTA:. ' HAKIMKETUA:

(g MA WinndiSH) Ol MESA Seatoso WahyudiSH)
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“PATUT DLJADIKAN PRESEDEN”

~Puinsan tersebut diatas sungguh berharga
memperoleh perhatian dari kelangan flmu-
wan  dan kesazjandan hukum, terutama darl
pa:a hak;m serta kaum a{lv okat (prak%m)

Sebabrys ialah kazema putusan aquo mem- '

buat beberapa pertimbangan dan dasar hu-
kuin - ‘yang kreatif dan bersifat perings da-
lam " bidang - hukum yang dikenal sebagai
peaemuan  hukum  (rechisvinding) atsu
‘penghalusan hukum (rechtsverfijning} yang
mungkin dapatl dijadikan jurisprudensi yang
tetap. )

Kifa Dbisa’ menyetujui atau tidak menyetu-
jui pertimbangan-pertimbangan atau dasaz-
dasar hukum vang melandast putusan aquo,
tetapi bagaimanapun pendapat kita, jiwa
dan semangat perintis dan kreatifnya ha-
rus kita hargai. liwa dan semangat inilah
vang ‘sangat diperlukan disatu pihak unfuk
mendobrak bekunya pemikiran ilmiah, atau
lebih celaka dan berbahaya lagi: keterbudak
an pemikiran ilmizh, juga dibidang pemici-
an hukes, dilain pihak untuk terus mening-
katkan harkat dan kwalitas pemikiran ber-
ilmiah.

Bagaimana caranyva memperoleh fiwa dan
semangat perintis dan kreafif itu? Antara
lain:dengan cara teratur melaéth daya pemi-
kiran melzlul pembacaan buku-buka fmiak
supaya pintu dan jendeln mental terbuka
lebar bigl masuknya udsra segar; men-
ceramiah apa yang ielah dibaca, menulis
dan bertuker pikiran mengenai ﬁ:opmdopﬂ{
ffmih,

-

Tentang k.49 pOsiw | aghai)

Pada tanggal 20 Pebruari 1981 pagl ke-
iag ¥ dari sebush SMA sedang membicara-
kan topik “lingkungan sckolah dan situasi
belajar” Mimbar dipimpin oleh seorang guru
wanita, Dalam kesempatan v seorang
giewa (umur 18 tahun) juga mengeluarkan

P T R THE T L S T S T B

 Oleh: Y AP THIAM HIEN, ADVOKAT

Jkata-kafa “Baya kurang senang ferhadap.

Presiden Suharto mengenai ideologinya vang:
agama Islam dinomor dukan’,

Keterlepasan kata-katanys itu mengakibat-
kan siswa ity ditahan oleh Kodim setcmpat
untuk  diperiksa, entah berapa lama, lalu
perkaranya diimpahkan kepada Kejaksaan,

Tentang penahanan ini dibawah akan dtkcw
mentari sedikit.

Tuduhan

Terdakwa dituduh telah melanpsar pasal
134 KUH Pidana juneio (dikaitkan dengan)
pagal 136 bis KUHP.

Prosesnya dalam pemeriksaan disidang Ma-
jelis mendengar keterangan dari dua orang
saksi @ Guru kelas (wanita) dan kepala se-
kolsh, seielad terdakwa lebih dudy didengar.
Terdakwa mengakui telsh mengelnarkan
leata-kata sspertl dituduhkan, menyatakan
kemenyvesalannya dan mohon maaf, persis
seperti felah pernah dilakukannya pada gum
kelas dan kepala sekolah, serta dalam peme-
riksaan pendahuloan, Kedua saksi memberi
keterangan sesuui dengan fakts dan kon-

form beritz acara pemeriksazn olsh Jaksa.

Tuntutan Pepuntut wmum: 3 bulan penjara
datam masa percobasn satu tahun.

Majelis memutus : membebaskan terdak-
wa darl tuduhan, ongkos perkara dnanggung
oich Newara

Pertimbangan-pertimbangan Majelis

Tidak jelas alazan mengapa, Majelis mulai

mengupas pesal 136 bis. Untuk mudahnysz

sistematik itu dikuti disini. Secara singkat

pertimbangan-pertimbangan  pokek Majelis

adalah seperti berilut ©

1. Pagal 136 biz bersifat kolonial, dia di-
ciptakan khusus untuk menunjang dan
untuk “memperkuat kepentingan peme-
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eputisan Hakim

entuk dan sm:unan Negm'a RI'

: ciaulai 'pentzh

.+ 7Pasal 136bis' bertentanﬂan dengan Azas
wetinus detis nuelis testis dalam  hukum:

'-'ﬁer‘;_z__buktian” “*lihat i+ Vanak kalimat tei-
-ipkhir;pasal 136 bis yang berbunyi: i

. atau dimuka seseorang lain yang ada -

disitu.......

. Tambalian pasal 136 bis pada KUHP di-
maksud (oleh pemeriritzh kolonial) un-
..ink mencakup segala bentuk perghinaan

_terhadap dahulu Koning (Raja) dan Ko-
cningin. {Permaisurd) ; sekarang Presuien }

.dan  Wakil Prcszdcn, walaupun menur_ut
_hukum pidana (strafrecheeifk) perbuat~
_an-perbuaten tidak ,merupakan penghi-
naan. -

Pasal- 136 bis mempcﬂuas gzmgkauan pa-
:sai 134; rumusiya yang terbuka Jies
.memungkinkan. .penafsiman . pengertian
. ientang penghinaan yang luas puls, de-
.. mikian luas schingza kritik yang objektif
dan . zakelijk sekalipun; pemyataan-per-
..nyztasn tidak memuji atau tidak setwju
dapat dimasukkar dalam perbuatan
. penghinaan Presiden atau Wakil Presiden,
.. Majelis menimbang bahwa karena, Nega-
ra R.L adalah negara Hukum dan Negam
_Demoksasi, dan “bahwa dalam Negara
. Pemokrasi diperkenankan adanya kitik
,yang Objektlf dan zakelik yang merupa-
_kan_ bentuk deri kebebasan untuk ‘me-
nyatakan pendapat vang diakui dan di-
. jamin oleh UU Dasar 1945,

CDitimbang oleh Mdjelis “bahws  pasal
136 his dapat dipandang “sebagai sauin
keténtuan © yung bertentangan dengan
2Azas kebebasan ujtuk menyatakan pen-
dapat” “(Prof. Oemar Senouadji bekas

sRetwa Mahkamah cAgung R, Hukem
(Acarz) Pidana dalan: prospeksi, Frlang-
¢a Jakarta 1976 cet. 2 halaman 162);

. “MajeHs menggolongkan dir dengan ske-
Slamook - SH. S delam Seminar Hu-

gam jajahcm yzihg diseimt ”N_ed :

9. Atas ‘dasar peadapat it

Negara. _y_anfr merdeka’ dan ber-._

“para-Hakim untuk’

tangan denganl Undan

bis diuji oleh Majeds:
bertentangan ..dengan., UU_
kazena itu Majelis meny
136 bis .

Tentzﬂg pasal }.34 KUH?

Apakah ucapa.n terdak
atas merapakan penghinaan
wab pertanyaan ity Majelis mg
dar_sejardl tentang pengertia
menunjuk. pada konsensus dika
wan hukum menfrenzu _pengery

manusia dan sebacamya. Ka:en
jelis dalam menafsi penae;tmn e
tian ity menempul’ suatu’ pen
yang lebih mendekati objektiv
ngan tirui memmbang' Ped
"masalah-masaiah yang: mehp
tefdakwa

3. Menu;ut pertlmbannan Majehs ang
nunjuk pada Simons pengertmn E
matan sub;aktxf sedangkan nama baik

. adalah ’:’_]«;eho_rmatan luar, yang
oleh masyarakat kepadanya®,

&, Majelis membanding kata-kata®s dng:
ucapkan terdakwa dengan kasus seoran
~terdakws lain yang diadili oleh Benga
an Negeri :Malang dalam  tahun 195
yang ditaduh telah menghina Preside
Scekarae dengap mengatakan . bahw,
agama Presiden Soekarno adalah. agam
sontoloyo. Dalam pada. itn Pengadila
Megeri Malang menimbang bahwa  kat
mr.ng,hina harus mengandung art ;’-’.ong_
unstig” atan "tidak baik”,

3. Menurut pehdapat Majelis kata-xam yang ¢



5 iddasat 'in_i : menyamping’kan

L : g be endapat ‘bahwa pem-
) bebasan terdakwa dari’ tuduhan berdasaz-
L pemmbanoan pezbuatan»
“npva keﬁmbang-_yengupasan pasal 134 Ma-
- jelis: sudah _empakan putusan yang tepat.
Dan meskipun tuduhan itu dikaitkan dengen
-pasal 136 bls,"namun unsur-unsur da.n m—

ca;:kan kata«kata seperti tersebut dl—
{ anz tepat dlm!al sebaga bukan iaer-

; Sebagai pemztﬁp. pemba}ias berpendapat
bahwa Atuzan Peralihan 1L UUD 1945 mem-

beri ketentuan - vans jelas dan positif : "’Se-
gald badan:Negara dan peraturan yang ada
masih Iafigrung berlaku selama belum dizda-
kan vang baru menurut GUD ini”.:

Hukum dan. Pembangunan

Atas dasar ketentuan ini pasal 136 bisjugn
langsung berlaku karena belum ada undang: -
undang barz yang menghapuskan berlaky-
nya. '

Peraturan Pemerintah 1945 No, 2 yang’ c11-
kutib.oleh:Majelis dengan mengkursifkan ka-
ta-kata asal saja tidak bertentangan dengan
Undang-undang Pasar: tersebut” sekali 1agi
menimbullan persoalan. vang sama : penilai-
an/pengujian undang-undang {dan -badan Ne-
gara} yang bertentangan:dengan UUD 1945,
dan badan negara manga yang berhak mengu—
jinya.

Dan jawabannya adalah tetap sepem duelas-
kan di atas.

Sekianlah komentax kaxm Semoga agak
berhasil sebagai sumbangsih kecil pada usaha
untuk memperkembangkan penyelenggaraan
hukum dan kead#ian di negara kita.

Jakarta, § Februari 1983,

.. Yap Thiam -Hien.




SATU WADAH BAGI PEMBERI BANTUAN
HUKUM

Wak]i I\etua DPR R. kartldjo menydtakan-
dukungan adanya saty wadahi bagi pembels
dan pemberi bantuan hukum. Dengan demi
kian semua . pemberi-bantuan hukum bisa
melaksanakan tugas dengan baik dan akan
memudahkan pelaksanaan peradilan di ta-
nah air:kita. Hal tersebut dikemukakan R.
Kartidjo dalam pertemuan dengan tosko
Advekat vang menyampatkan beberapa pe-
mikiran masaiah hukum di DPR.

—-Delegusi 6 orang profesi hukum non Pe-
radin ity masing-masing, Eman - Salaiman,
SH .dan Amin Aryoso, SH dar Fosko Ad-
vokat, Drs. Antomo Chasanduryat, SH dan
Partokusumo, SH dari Binn dan Bantuan
Hekum ABRI, R.O. Tambunan, SH d.m
i’usbadhi ‘

Mengcnai konsep yang dikemukakan ten-
tang Federasi Advokat Indonesia, R. Karti-
djo menilai memang lebih luwes (fleksible)
karenn ‘masing-masing punya otonomi aa-
mun demikian dalam penentuan proporsio-
nalitas kadang-kadang akan menemui hal-hal
yang rumit.

Sementara itu, R.O. Tambunan mengz-
fakan pehghargaannya tentang HAP yang
baru saja-disetujui DIPR - di mana masaish-
masalah hak azasi manusis felah tertuang.
Selain ifu untuk menyambut HAP nanti
menurut Tambunan yang menjadi masalah
apukah para advekat sudah siap. Salah satu
cara mempersiapkan puara advekat maka
Harus mempersatukan mereka, Dalam hu-
bungen ini ‘osko Advokat akan menyeleng-
garakan penataran pendidikan sehinggs HAP
diketahuioleh seluruh advokat.

Menyinggung masalah kekebalan seorang
advokat ‘R.O. Tambunan menilai tidak ada

menekankan perlunya dijunjung tingiri"in
tabat para advokat ‘demi kepcntmmn &
sama. B 4
Demikian pula mengenai bagaimana su-
litnya mencetak tenaga-tenaga advokat’ dlka- 1
takannya prosgsnya lama. Uniuk mencemk.
seorang pengacara kadang-kadang 1-2 bulan
sedang jumlah advokat i seluruh Indone-
sin hanya ratusan saja. Kepada Komisi jl_i_l -
iz menghimbau agar membahas teatang sulit- :
nya mempreses untuk mencetak tenaga.
advokat bersama Menteri Kehakiman, &~
Wakil Ketua DPR R. Kartidjo menilai’
dalam pelakssnaan HAP maka sarana-sarasia
perlu dipersiapkan. Ta menyambut gembira®
akan diselengearakan penataran HAP ‘bagi
para advokat yang akan mbnaahhkan HIR :
kepada HAP. :

ANGGOTA-ANGGOTA DPR-RI YANG'
WAFAT ;

Keluarga besar anggota DPR-RI dalam'
dua bulan belakangan in telah kehilangan
empat orang yang meninggal dunia pada bu-
jan Nopember dan Desember fahun yang
jalu.

Anggota perlama yang meninggal dunia
tersebut adalah Abdullah Syahrir, SH yang:
wafat pada hari minggu tanggal 22 Nopem-
ber 1981. Beliau adalah anggota DPR-RI
dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Almar
hum yang menjadi anggota DPR-RI sejak
Pemilu 1977 itu mewakili daerah pemilihan
Jawa Timur dan selama menjadi anggota
duduk sebagai Anggeta Komisi 11 b:dang
Hukum. :

Sementara itu seorang anggotz lainnya
aari Uraksi Persatuan Pembangunan H.M.




Hukwm dan Pembangwra;z

Karang dan

W;dayaﬁ Mudiyono SH pada tanggal }4

Desember 1981 telah pula meninggal dunia

. di rumah kediamannya Wisma DPR-RI da-
. lam usia 54 tahun, karens sakit.

Almarhumah | menjadi. anggota DPR-RI
sejak - Pemilu. 1971 ketika terpilib mewa-
kili Daersh Kotamadya Mojokerto, Jawa
Timusz dan pada Pemilu 1977 belian terpilih
kembali menjadi anggota DPR-RI mewakili
Daerzh Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur,
Selama menjadi angeota DPR-RE Almarhum-
ah pernah menjadi Ketua Komisi HI (Bidang
Hukum) dan ferakhir sampai meninggalnya
belign adalah anggota Komisi IXN DPR-RI
(Bidang Pendidikan dan Agama).

Selanjutnya di penghujung tahun 1981
yang lalu, anggota DPR. da:i Fraksi ABRI
Marsekal Madya. (Pur swirawan) TNI AU.
Sumitro telah pula meninggal dunia dalam
usia 59 tahun di 1.C.C.U. RS Cipto Mangun-
kusumeo Jakarta. Almarhum menjadi Anggo-
ta DPR sejak tahun 1970 mewakili- Fraksi
ABRI dan pernah menjabat Wakii Ketua
Komist V (Bidang Perhubungan dan PU).
Terakhir. glmarhum duduk sebagal anggota
Komist IV {Bidang Nakertrans dan Pertani-
ank. ..

EKSISTENSI BALAI
GALAN

Wakil Ketua Komisi Il (Hukum) DER-
RI, Scelaeman: Tiakrawiguna SH berpenda-
pat delam rangka pembangunan di bidang
hukum nasional, maka Balai Harta Pening-
gatan yang sejak zaman Kolonial dikenal
sebagai perwalian yang hingga kini masih
ada, perlu mendapat perhatian dan peninjau-
an kembali. la mengatakan bahwa Balai
Harta Peninggafan (BHP) sebaga pula Badan
yvang pada umumnya menberikan perlin-
dungan kepada yang lemah banyak mengha-
dupi permasalahan-permasalahan,

Semcmam asumsi berpendap&t bahv

ey s g e mepoan e ey

HARTA PENING-

JMPR-RI Almashem

: yang tunduk pada hukum perdata Barat

jadi Anggota

' .-"sa'l 2"?9'dan pasal

arya P'embwnaunan, Ny Rukm; .

gtauz yang dlsamakan dengan itu, mereka_‘_

Seolaeman Tjﬂran“‘_
bahwa walaupun BHE’ i

]1ubuncrannya bisaj Juga Scuam pazsrel bula
untuk<orang-orang yang “dahuiu. dinamakan
Bumi Putera (orang indoencsial

Dilemmanya terlihat menuzut pengamai-
gn- Wakil Ketua Komisi Il DPR tersebut -
adalah bahwa BHP ini tidak dikenzl orang .
banyak. Ia mempertanyakan eksitensi BHP
sejatth mana bisa melayani kepentingan se-
luruh rakyat Indonesia  kalav “diternskan.
Eksitensi ini diakai memang sudah sejak
lama menjadi pertanyaan beberapa ahli hu-
kum di indonesia. Tidak berkelebihan kata-
nya, kalau pihak- Anggota. dari Komisi I
DPRyang membidangi masalah hukum,
menghendaki adanya perundang-undangan
barn mengenai BHP inl Soelaeman Tiakra-
wiguna SH menghimbau Badan Pembina
Hukup: Nasional (BPHN) sebagai badan
yvang saiah satu tugasnya membuat academic
draft dari suatu Rancangan undang-indang
untuk memberikan perhatian terhadap eksis-
tensi BHP tersebut

Dalam rangks pembangunan hukum na-
sional, untuk kepentingan rakyat banyak
maka Bazlai Harta Peninggalan ini perlu
mendapatkan perhatian, ferutama mengenai
eksistensinya dan mau dikemanakan BHP
ini. Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggal-
an adeiah perwalian pengawas, pengampu..-
an pengawas, wali semeniary, pengampunan
anak dalam kandungan, pekerjaan dari ma-
jelis Budel, pekerizan dewan perwalian, pe-
ngampun/pengawas harta benda orang yang
tidak hadir, pengampu:/pengawas harta
orang yang terlantar (tidak bertuan), pen-
daftaran (mendaftar) semua surat wasiat,
surat Keterangan hak waris untuk golongan
Arab, pengampuékuratris dalam kepailitan.
Tugas-tugas fersebut pada umumnya mem-
berikan perlindusgan kepada yang iemah.
Komisi 1IF DPR-RI yang beberapa waktu
lalu pernah mengirimkan Tim ke Kaliman-
tan Barat felah pula melihat dari dekat me-
ngenai perkembangan Balal Harta Peninggal-
an di sana. Di katakan, kalaw meihat jum-




BHP pada saat ini tidak jelas. Sehingga Ka-
renanva banyak perbuatan hukum masyasa-
kat yzmv tidal meﬁgmdahhan eks;smns:
o BHP :

ang keturun:m Cum il
secara- aéat ‘piau dxsebut kawin pekong.
:.._Pendafmmn perkawinan, - kelahiran ‘maupun

':.:Wagab .dﬁaporican kepada BHP Diseimﬂca:z ,

pula “adanya. dualisme dalam pengurusan
budel warisan. Demikian pula dalam penye-
“lesaian budeI warisan’ sanﬁgkah pe;abat
S BHP K dnkutsertakan Dengan menge-
“mukakin contoh»»canmh te:zscbut, ‘Komisi
berangeapan dan” ‘berpendapat bahwa kare-
“nanya csisteénsi lembaga BHP uu damsa
‘pertu dipermasalahkan.

¢ . Dalam memperoleh deta-data-yang leng—
Jkap.mengenai BHP. ini, XKomisi IH yang-di-
‘pimpin: Wk, Ketuanya ‘Soelaeman. Tjakra-
wiguna :3H. sempat pula mengadakan :kun-
juagan ké-rjakeBHP Takarfa. o i

_,PROGR_ i 3 AKSA MASUK DESA :

_ 3aksa Agung Ismail Saleh, SH mencgas-
“kan bahwa program Jaksa Maguk Desa tidak
ada hubungannya dengan Pemilihan Umum.
Karena program ini diarahlan sebagal iktb
kat Pemerintah untuk membuka hati rakyat
terhadap hukom dan memberi penyuluban
imkum. Hal itu dikemukakan Iaksa Agung
menanogapi pertanyaa_n a.nggeta Komisi 1H
ditam "Rapat Kerja yang dipimpin Wakil
.Ketuﬂ Komisi Agus Djamili, i di DPR.

" “Kagena itd katanya, Program Taksa Ma-
suk Des_a yang tglah dﬂa_l_csan_a_}_x_an__m;_‘se-
sudah Pemilikan Umumpun tetap akan di-
lzkukan lagi. Menuret Ismail Saleh, program
ini- harus dilakukan hati-hati karena vang
dihadapi masyazakat awam salah-salah bah-
kan -dianggap mencati-cari perkara. Dizkui-
nya, pregram: Jaksa Masuk Desa ini belum

- memuaskan, karena memang belum ada ang-
garan Khusus yang disediakan. "Jadi mereka
masih menggunzkan anggaran perjalanan di-
nas.” Dengan adanya tanggapan dan dorong-
an-darcnman dar o anapads Nawne Tal-an

.. .rumah sakit.. S.Jlah SEOrang. d1 anian

k,ukan:.s-
-penea.ak hukum, kamnya

hasil dibebaskan dan selanjumya dib

ie:upak;m contoh y._nw bmk dan p_

Agung menaatakan bailwa kedua §3mgr.ém
ms tumk bwd dlpadukan secara mcmreiu:uh

:fk:m kesadaran hukup' swéang AMD adalah

dalam - rmak.: kem:munggaian ABRI “dan

- rakyht. Yang ditinggalkan TMD bah_lmhb.‘sa
terlihat -safu dua’ minggu - sedang ‘program
«AMB fisilk kongksdt yang ditinggalkan dang-

-sung :bisa kelihaian. Pagi- TMD maka: hasus
dilakukar door to door visit, sedang :AMD

<dilakukan - dalam- bentuk rombongan: st
- peleton dan sebagainya. Frogram IMD kata

Ismail Saleh, adalah membangun kesadaran
rakyat yang ddak cukup 1-2 minggn dan
ada kemungkinan diulangt lagh

Sementara ity Jaksa Agung menjelaskan

bahwa, sglama ‘tahun 1979 juniah pe Kara
yang masuk sebanyak 780.266 yang b{erhasﬂ

* diselesaikan ssbanyak 730.450 perkara. Ta-
. hun 1980 dari 789.426 perkara yang betha-

sil diselesaikan febanyak 761.667 ‘perkara

“sehingga tzhun 1980 masxh sisa 27. 759 per

kara.

- Dan selama izhun 1981 d:m buian Janu-

" ari- -September jumlah yang masuk adalsh

635.837 perkara dari kastis-kasus keinhatan
dan - pelanggaran. - Beshasil - " diselesaikan
620.099 -perkara sehingga selama ‘periode
Januari ~ September 1981 masih terszsa
15.738 perkara yang belum diselesaikan, -
Ditanyz mengenai masalsh izhenan imi-
grasi Jaksa Agung mengaiakan, sedang di-
susun suatu pancangan yang ditujukan untek
mengatur imigran gelap yeng akan ditam-
pung di suatu pulau tersendiri, Dengan ran-
cangan keputusan Presiden itu, diharapkan
masalah - imigran gelap bisa dmﬁsaﬂ{an

T L R T P e
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~"Mengawali-penerbitan Perdana “Hukum dan Pembanguan ™ untuk tahun 1982 ini, maka

“rubrik "kronik ™ kali i, tidak seperti-binsanya, akan diisi dengan euplikan peristiwa-peristi-
g Hukum terpenting yang terjadi selama yang terjadi selama tabum 198} vang Lafu.

Menteri Kehakiman Mudjo-
"mcmben ‘sambuian’ pd{l.l pe-
“‘naiaran hakim seloruh Indongsia di‘jakarta
'mengurumkzan, bahwa lembaga pendidikan
*“hakim dan panitera akan'didiriken,

30 JANUARI : Tiga orang hakim Penga-
chl:m -nggeri. Jakarta Pusat yakni GH, SH,
. JZL.SH, dan HIA. SH "dirumahkan”,

S31:IANUARI ¢ Mahakamah Agung dengan
#putusan: Nomor-6/PK/Kr/80 membebaskan
Kartaddan Sengken yang dijatuhi hukuman
atas tuduhan membunuk suami-isteri Su-
‘laiman, tetapi ternyata-tak bersalah. Karta-
- Sengkon menjadi narapidana: sebelum pela-
kusesungguhnya dttanakw dzm dgatuh: hu-
.--kuman ST :

.7 JANUARI 1

e

11 PEBRUARI : Pengadilan Negeri Jakarta
_Sehtan membebaskan dua orang tcrtudah
_yang g;mm karena kasus kematian ssorang
"anak yung menjalani operasi amandet. Me-
reka yang dibebaskan adalah dokter {THT)

 Ny. Anida .Syafril dan dokter (anestesi)
Bugman Iskandar.

20 PEBRUARI : Serah terima ]abatan Men-
" teri Kehakxman dari Mudjono, SH k\,pada
__Ah Sdid SH. '

21 PLBRUARI St.rah terima jabaten Ke-
tua Mahkamah Agung dari Prof. Oemar Se-
noAdj,. SH kepada Mudjono, SH. Harl inj
Ali Said. SH juga menyerzhkan jabatan
Juksa Agung kepada Ismail Saleh, SH.

e

23 MARET : "Tiga pendekar hukum" yaitu
Ketua Mahkamab Agung Mudjono, Menieri
Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail

Solal mannndatanagani nackalh Ereterioed b,

26 MARET :

Raker Ketua Pengadilan Ting-
gidengan Departemen Kehakiman menegas-
kan kembali adanya larangan, bahwa hakim
1ok dibenarkan duduic dalam 1elllbd".l non—
judisial.

28 MARET @ Kurta don Sengkon secara res
mi bukan penghuni Lembaga Pemasarakatan
Cipinang lagi, setelah hari ini Jaksa Syafrie
Satar, SH dan Kejaksaan Negeri Bekasi me-
ngeksekusi putusan Mahkamazh Agung No-
mor 6/PK/K:/80.

31 MARET : Penvadilan Negeri fakarta Pu-
sat mengabulkan gugatun R.O. Tambunan,

- SH vang menjadi kuasa Ny. Pasti Binan Si-

laban, soal tuntutan ganti rugl atas kemati-
an Drs. Bina Silaban (suami penggugat) vang
ditabrak Bis Kota PPD tanggal 31 Mei 1979,
Hakim tunggal Anton Abdurachman Putra,
SH menetapkan, agar PPD (Perusahaan Pe-
ngangkuian Penumpang Jakarta) membayar
ganti rugi Rp. 25 juta kepada keluarga al-
marhum.

HA gk

17 APRIL : Jaksz P. Sitindjak, SH sebagal
penuntut umum dalam perkara penyelun-
dupan heroin seberat lima kilogram dasi
Indonesia ke Belanda, minta agar pengadil-
an Nt.gen;’? konomi Jaokarta Timur menja-

tuhkan hukuman mati terhadap teriuduh

Chi Kim Sul.

24 APRIL : Pada peringatan HUT ke-10
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakaita,
Adnan Buyung Nasution, SH yang ikut men-
cetuskan gagasan lalu mendirikan dan me-
mimpin lembaga itu mengundurkan diri dari
jabatan Direktur (LBH) untuk ”memben
kesempatan generasi muda™.

ok kR




an te:hadap‘ éeorang warganevara
Tanzama “bernama Y assin Suldeman Malaya,
yang rl),tudu_h membi}nuh sesama awak kap,_l

' Pengadﬂan Indéﬁesm berwenang niengadih
perkau:a ters‘*but karena ch..pai berada di’ per—
airan Indonesia,

30 MEI: Pengadilan Negeri/ekonomi Jakar-
ta Timur men;atuhkan hukuman seumyr hi-
" dup; terhadap | seoiang tertuduh’ bernama
Chiz: Kim: Suialias Thio Kim Sui abias Kasim
Susanto. yang terbukii berusaha menyelun-
dupkan lima kilogram heroin ke Belanda da-
ri-Medan . lewat Jakarta, Semula Jaksa me-
nuntut-hukuman mati. ; 3

***m*
6 JUNT : Kongres Peradindi Bandung vang
dimulei tanggal 4 Juni berakhir. Haryono
Thitrosubono SH ditunjuk sebagai formatur
pertama vang otfomatis menfadi Ketua
Umum DPP baru. Kongres memecat dua
orang amggotanys masing-masing Amin Ar-
yoso SH dan Ny. Nurbani Jusuf Kusumana-
gaza, SH. SBelain itu, ditetapkan pula pos
bantuan hukum Peradin yang sudah ada di
Jakarta dijadikan model.

29 JUNI : Pengurus baru DPP Peradin ber- -

audiensi dengan Menteri Kehakiman All
Said, SH di Jakarta, antara Iain membica-
rakan soal calon advokat yang direncanaken

haras memperoleh rekomendasi dari Pera- -

din sebelum diangkat oleh Menteri.

| mEEk

1 JULL: ?eng_éfiilan NEgéxi,';tﬂ‘:._cmﬁm"i= }'aké.r-.__ o o _
9 MOPEMBER : Penataran gabungan HAF

ta Timur menjatehkan hukuman penjara
delapan bulan terhadap warganegara Sings-
pura Ong Boon Huat, yang terbukti menye-
lundupkan emas 16 kg dari Singapura ke
Timdarpens fawat hander ndass Halimy Ma.

- gaksi’ dan Indonesm untui{ kepentmgan:_'.

'J.UL.I Penoadaian Negen i’e
Slantar bers;dzmo memenksa deiap

perkara’ yang sedang berjalan di Pengad_ T
Washington, Amerika Serikat. L

27 I0LL : Di halaman Pengadilan Neﬂen
Kriksaan, _Jawa Timuz, seorang. Jaks '
nama Hasan Noor, SH. yang kebet
dak bertugas menembak, ‘tertuduh T}
thayat dan; pcmbeianya, Maksum H
to, SH sampa; tewas. Jaksa te:_ ‘;_)ut ke
ah menghabisx nyawanys sendirl. Keiak
an Agung: memla: dengan tewasny
maka kejadian 1tup§m seleszu dz situ, tak. :
perlu chusut 1ebzh jauh '

PP

2 SEPTEMBER. : Pengadilan Negeri:Pati,
Jawa :Tengah: menjatuhkan  hukuman -pen-

jara . tiga. bulan .éalam.-masa_percobaan 10

bulan terhadap dokter Puskesmas Ny. e
tianingrum yang dinilai berbuat lalai. waktu
menolong Rusmmx yang sakit "pﬁe ;
hingga pasxen tewas

j *%*#*

15 SEPTEMBER : Pengadilan Negen Ja-
karta Pusat menjatuhkan ‘hukuman penja:a
tujuh bulan tazi‘:adap hakim Heru Gunawan,
SH yang dinyatakan terbuktl menerima
uang sogok dari pencard keadilan. Heru yang
semula hakim ‘pada pengadilan itu, meneri-
ma putusan Majelis yang dipimpin Soeban-
dhi SH, dan kemudian mengajukan permo-
honan grasi kepada Presiden.

23 SEPTEMBER 1 Dewan Perwakilan Rak-
vat Indonesia dalam Sidang Pleno menyata-
kan .persetujuannya terhadap RUU-HAP
untuk disahkan menjadi undangundang
Dalam RUU-HAP terdiri dari 286 pasal

" yang digodok ‘selama dua tahun oleh DPR

bersama pemerintah ini, {ermust beberapa

_kerhajuan mengenai penghormaten dan pe-

negakan hak-hak azasi manusia.

*$**$

(Hulkum Acara Pidana} tingkat pusat bagl
para penegak hukum dari Mahkameh Agung,
Departemen Kehakiman, Kejakisan Agung
dan POLRI dimulai. DiharanPan dagl disku-
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Hukum a‘an Pembafrgunan

_ 'dlsz,smbangkan_ sebagai . bahan -pembuaian
2mesintah femanc pelaksaaaan

tahun 1980 ity menatap—
ati bagi du' 'té'rh‘u‘klim, di-

3 DESEMBER ..ksa_Agung--IsmalI baieh,
SH. didepan Komisi IIl DPR-RI dalam
acats Rapat Karya mengungkapkan, peme-
Tintah sedang menyiapkan sebuah pulau ter-
peineit antuk ‘menampung ’ imigran” gelap
yang ‘sudah “menizalani ‘hukuman etap ‘tak
dapat dipulangkan ke negeri asainya karena
b“;baaax faktor. + i

10 DESEMBER Le baga Bantuan Hukum
hak hak azasi manusia dan dampaknya di
Indonesia yang disahkan PBB tanggal 10
Desember 1948. Dari diskusi ini terbukti,
wmumnya  masyarakat  Indonesia - kurang
luas pengemhuannya tentang hak- hak azasi.
Yanc'populer di indonesm baru lmk -hak
szasi di bidang hukum saja.

.tentang pasai—pasal dalam HAP, umuk dapat

12 DESEMBER v Gugatan Karta-Sengkon
untuk-menuntut.ganti rugi karens telah gi-
hukun: tiga tehun ianps salah mulai. disi-
dangkan di Pengadilan Negeri. Takarta Pllbdi:.
Tergugetnya ndalah Ketue Pengadilan Negeri
Bekasi, Ketun Pengadilan Tinggi Jawa Bagat
dan Menteri Kehakiman. Karta-Sengkon
melalm kuasanya Summh, SH “dan Murtam,
SH menuntut g‘mtl rugi Rp. 100 juta kepada
pam iergugat sevua tang ursg renzenv _

19 DESE\EBER hejakqaan hari i ml menye—
rahkan berkas pezl\:ua Imzan ke Penwadll'm
Negen Jakarm Pusat, ?ers;dangan terhad_p )
Imrau ydnw d;tuduh tezhbat Gerakan teror
menvemnn pos polisi Clccndo ikut menn-
ota%(l pembajakan pesawat Gamda dan se-
bagainys, mulai disidangkan medio Januau
1982,

21 DESEMBER : Langkah lebih serius un-
tuk-menjajaki Lemungkinan menyusun RUY
Hukum Perdata Nasional, disdakan lewat
Simpostum'di- Yogyakarta selamia’ tiga har,
Menteri Kehakiman Al Said me'ngataka’n',
cita-cita’ menyatukan hukum ‘perdata na-
sional bukanlah iflusi, sekalipun diakui sulit
dan makan waktu. la mengharap usaha itu
dipercepat dan jangan menggantungkan
diri pada sang waktu,

e ode ofe e st

_Hizbullaii

UCAPAN SELAMAT
"Sehubungan dengan lalusnya rekan kami saudara:

Andjar Pachta, W.

bangunan”
nva.

Koord. Penerbitan

Sebagai Sarjana Hukum. Maka dengan ini kami selurub ang-
gota Pengurus dan Staf Redaksi Majalah "Hukum dan Pem-
mengucapkan selamat atas sukses vang dicapai-




) FAE({JL'E‘AS HUKUM UNWmREiTAS SRE—
Wi AYA {UNSRI) PMEMBANG
Musmpa -Abduilah’; SEE isspmh sebagaz
dEKan Bari I‘H—UNSRI men antikan Toto
'“‘Kn' 'ha S§ 'yang habls maqajabamnﬁya, s@~
Pepiilinan dekan baru® ber-
z;nvkimgan g3 fdhulms di
v para dekan “dilakukan
NSRE“4 Januari <1982
% ntan‘r p3111§§1]1a§ calofdekan tefap
i-d;tang« itgleh’ Senat masingmasing fakulias
isdeara fdemokratis, - ser_ia ‘berdasarkan “atas
tanking golongan, masa’keéra; kavier yang
'membuknl\.an hiad h;.l yanc pesmp dan atfas

SFAKULTAS QUK UM: UMIVERSITAS PA-
CEATARAMNA(UNPADY Y« BANDUNG .1
2o Demam cpemilihan «dekan, ruparya:me-
dandaspulatdi fakultas hukum UNPAD, 4
‘januaii lalu. .3 calon: telali terpilih, masing-
masingThoga: Hutagalung: SHy-Saleh Adiwi-
tnatalSH:& DRSriSoemanti :SIL Mengenai
“siapa:ivang bakal terpilil adalah -merupakan
swewenangsmenterh P& K, demikmn meni-
trut Iiumas mead b :

EREA

. FAKULTAS I—!UKbM UNWLRSITAS AIR
LANGGA (UNAIR) ~ SURABAYA

_ Jurus"m ilmu Hukam akau dim'xs%.lkkm
"daiam program ?asca sarj.ma II—I U’\‘AIR
ﬁsebclum ‘tehun akademis 82, dlmuial bulan
Ldul mez}datana Pembumanmm ai«.‘m dilaku-
Lan. sueniak dengau 2 fakulias baru iafanya
“dalam’ tingkat yang sama. Disamping itu pi-
hak umversatds [ akan, mendirikan lembaga
penelztmn dengan 3. nusat penelitian, di-
Tantaranya adalah Pusat Pc.nel%t:.m ilukum
datam pembangunan,

gk

?‘AKULTA.S HUKUM UNZ‘VTRSH‘AS ’HR-
-TAYASA EANTEN pean

______

“dnig; Universitas Tirtayasa merﬁpaka;;

) PAhULTAS HUKUM UNIVERSITAS My.

-dari 4, fakultas__d;l_l_ng!_\ungan Ui,

"Dies Natalis ke 32 UGM bulan laly telah me-

_ fakultas yang ada, dzplm;;m :ektor UGM

versitas periama di Kabupaten Serang

auiut ketua panitia pembangunan, Suwahdj,
‘pembangunannya mempakan hal mendesak L
'b'uzi éaezah Seranv : S

HAMMADE‘!AH (UMJ) = JAKARTA.
I\embah 'meneiorkan sarjana._seba
40 sarjana &3 sarjana mudx Januar Jalu.
Upacara wisuda dipimpin oleh rektor Uniy,
ir. H, Omar Tusin, serentak dengan para wi-
suda dipimpin oleh sekior UMJ, Ir. H Ormar
Tusin, sereniak dencraa paia: wisudawan

FARKULTAS

g

_FAE\UL’IAS HUKUM LN&VQRSITAS GA—

.FAH MADA {bGM) JOGYAKART
Pa{[a rapat senat terbuka, ‘mempering;

(i}

wmuda 70 sarjana Hukum baru i)ers_ na a-
ma dt,nfnm 581 sarjana baru lamnya

Prof. Dr. Slllualijl anuwﬂmrdjo Sementara
itu melaim crjasanm “dengan LPI!I\ F1 G,zA
MA menuxdak"m szmposmm selama 3 han

) dalam buLm Véng sama. Simpoamm dlmak-

sud unmh mempcroleh sumbangan pak:xan

“dari’ berbagai Kalangan profes, dan kelak

akan d;pakai guna mEnyusun RUY hn um
perdam nastonal

=i saul dﬂam sambmannya vang - dlbd-
L‘J\.Lm kepala . BRHN,  JCT.:3imorangkis . SH,
mengakui bahwa unifikasi tersebut. memang
bukan . pekerjaan mudah,: kbususnya dalam

Bukum perdata. yang mencakup semua as-

pek kehidupan perorangan, padahal suasana
pluralisime; felah . demikian .meresap dalam

sub kulturhukum masing-mesing golongan

rakyat,. sehingea; unifikasi- hinkum perdata
menbuiubkan  wakiu:  Sedangkan . dekan
FH-GAMA, Prof. DR, RM. Soedikno Mex-
rokusumo .SH menekankan pentingnya di-
perhatikan . bahwa peraturan. yang uieai ha—



Eles lenbort dasn-Rammban

. Bandung, _buIan Ialu heracia di
“*Jogyakarta untuk menyampaikin makalah-
nya pada simposium pembaharuan Hukum
< Perdata.~Nasional,, yang diselenggarakan
—-oleh BPHN, - bcker}a sama dengan FH-
i GAMA .
. Bekas ketua Mahkamah Agunfr tersebut,
: berpendapat pahwa, dalam menjatuhkan
hukuman hakim hendaknya jangan memuat
pertimbangan juridis saja, tapi juga mem-
benarkan pertimbangan segi sosiologis, Di-
‘tambahkan, bahwa putusan hakim pidana
_yang baik tentu memuat perttmbangan tuas
dagi berbagai aspak yanc ada sangkut paut-
nya

Fpsdok

EFAKULTAS HUKUM UNIVERBITAS
SYIAH KUALA (UNSYIAH) -~ BANDA
ACEH
Rektor UNSYIAH, Prof DR, Ibrahim
Hasan MBA, belum lama berselang membu-
‘ka Penatamn Imu pengetabuar Hukum &
_ Hukum Adaf, bertempat di Pusat Studi Hu-
"Adat & Islam Fakultas Hukum & Pengeta-
huan “Masyarakat Universitas Syiak Kuala,
Banda Aceh. Penataran yang diprakarsai
UNSYIAYH itu diikuti para dosen dari ber-
 bagai fakultas hukum yang terpabung dalam
"badan kerjasama perguruan tinggi se-Suma-
tra & Kalimantan Barat. Membuka acara itu
rekior UNSYIAH, mengatakdn penatatan
tersebut bertujuan untuk mengembangkan
daya nalar serta kemampuan meneliti di-
kalangan staf pengajar perguruan tinggi,
khususayz dalam bidang hukum Adat &
Istam. Hasil penataran itu diharapkan dapat
memberikan usul dalam pemecahan masa-
iah-masalah hukum dewasa ini )
Menuzut dekan fakultas hukum & penge-
tahnan masyarakat UNSYIAH Abdullah Ah-
-mad SH, banyak kritik-kritik dari masyara-
kat yang diarahkan pada lulusan fakultas
hukum diantaranys menilai lulusan fakulias
hvkum dewasa inj terlalu teoritis, dan ham-
pir tidak mempunyai kermmampuan untuk
memecahkan masalah yang diadapi masya-
rakat yang sedang berkembang.
Kritik demikian memang tidak dapat di-
galzhkan, karena sistim pendidikan hukum

EATTETT

_.para pesertanya dalam ilmu hukum positip,
“struktur-fmu hukum, metode ilmu hukum,

U flmuhukum' ‘adat, antrehgiogl hukum lm
: perkembangau studynya di 1ndenesm

EEEE 2

PERIIMPUNAN MAHASISWA HUKUM
JAKARTA (PMHI)

Melihat . tindak kelerasan dalam krimi-
nalitas diibukota dan keta-kota besar lain-
nya di Indonesia, mengundang PMHI men-
diskusikan masalah - kekerasan. secara leibh
luas, bertempat di gedung joang Menteng
Raya 31, bulan lafu. Rektor UK Prof. Dr.
Mahar Mardjono telah berkenan memberi
kata pendahuluan dalam diskusi tersebut;:di-
ikuti aleh kepala staf Laksusda Java, Bnnjen
Eddy M. Nalapraya.

Keempat panelis prof. Dr. Oemar Se-
noadji $H, Dr. Scesjono Soekanto SH,-MA,
Mulyana W. Kusuma & drs. Enoch Markum,
sependapat, bahwa kekerasan dalam tindak
melanggar hukum janganizh diartikan seba-
gai tindakan fisik semata tetapi berupa tin-
dakan-tindakan lainnya vang melanggaz hu-
kum, yang menyebabkan rasa sakit pada
orang lain secara fisik & kejiwaan. Sebab
itu, kata panelis Mulyana. W. Kusuma
yang memandangnya dari segi kriminofogi,
kekerasan tidak hanva dilakukan perorang-
an atau konvensional seperti perkosaan, pe-
rampokan atau perampasan. Juga dapat di-
lskukan secara institusional, bahkan keke-
rasan struktural seperti kemiskinan.

Menuzut Sosryono Soekanto, keadaan
tidak stabil merupakan tempat subur bagi
terjadinya perlakuan dengan kekerasan. Pe-
nyebabnya bisa karena politik, ekonomi, so-
sial ataw hukum. Dan kekerasan mungkin
dilakukan seseczang yang semenjak hidup-
nva menderita. Mungkin guoa timbul oleh
faktor lingkungan pekesja aiau lmgkunazm
sostalnya yang memberikan kesampamn la
menunjukkan pula pada modernisasi sebagai
salah satu penyebab perlakuan kekerasan,
manakala tidak diimbangi perubzhan sikap
mental untuk menerimanya. (K)

R

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS Di-
PONEGORG (UNDIP) — SEMARANG
E)R Bahanzddm Lopa SH Kapala Pusat

. e L




" Hasanuddin dan Universitas Gajahmada. la

kan.
. Disertasi vang ditulis itu berd.ssark:m pe-
ngamatan selsma 3 tzhun di barbagai pela-
bukan: perahu - di-Indonesia seperti Pasar
tkan . (Fakar
- (Ujung "B
Pahang?

susnya di Su[sel} -.-.masm tetap hidup dan
bahkan se¢makin bérkembang  luas. Azas
dzasnya iermuat dalam : _};ukum pelayaran

Mengenal rektnr UNDIP sendirt yaitu
Prof. *Stidarto SH telzh terpilih kembali
sebagai rekor untuk masa jabatan 1981
1985. ; Dengan. demikian -alumnifakultas
hukum-:GAMA _tersebut sudah -tiga kali
menduduki jabatan . tertinggl di universitas

tersebut. . Pertama . kali.ia - menjadi. pre-
siden UNDIP  tahun_ 1960-1963, Sesudah
itu - berturut-turut -menduduki jabatan pen-
ting . baik . sebagai .dekan .fakultas hukum
maupun, sebagai pembantu.rektor. Jabatan
rektor .diduduki- kembali; -selama empat
tahun yang berakhir Desember-1981. -

- Sebelum terjun kedunia pendidikan, sar-
jana Iulusan fakultas hukum Gajzh Mada ta-
hun 1955 memulai kariernya sebagai prakti-
si Pernal menjadi jaksa di Jember, Pamekas-
an, Jogja. danSemarang (1945.— 1958),
Sampai  fahun. 1960 menjadi kepala kejak-
saan . Negeri Semarang - merangkap Penga-
was Kejaksaan-Kejaksaan Jateng dan Jogya.
Sebelwm itu, 1951-1953 merangkap pala se-
bagui jakisa tentura di Jogia dan di Semarang.

0ro, Universitas

dinyatakan lulos dengan predlkat memuas-

nya ke dunia pendidikan sampai sek

PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS iN
DONESIA (UB -~ JAKARTA .-
Dalam acarz perkenalan rektor baru
Universitas’ Indonesia, Prof. Dr.
Notosusanto, felah mengadakan tetap -
muka dengan para mahasiswa fakultas
ixukum unwerswas Iadonesia, tepatnya tang- -
gal 27 Januari Hlu” bertempst di tuang
Notariat ‘FHUI Kampus Rawamangun
karta. Dakesempatan tersebut rektor lebth'_
banyak mengurmi\an komsep yang bakal
dlterapkannya “di I;ngkungan Umvers1
Indoncsxa, denaan gayz komumkaﬂ 3EC;
ilminh teoritis. g
Dari pertanyaan pert.myaan vang dmjukan
para. mahasiswa, pada kesempatan ztu le—
bih banvak d[twukan mengenal eksts i
dari Iembaga kemahasiswaan. Dan rekth
mcnydyangkun s1kap ini, karena mie -
jukkan pemikiran yang belum mendakam,
lebih didorong pada emosi yang meletup
ALara tersebut dihadiri oleh para pimpinan
fakultas, tokoh tokoh mahasiswa fakultas
hukum “dan para mahasxswa yang berm

‘Adi Sastra Firdaus, mahasiswa tmgkat Y
sore, terpilih sebagai ketua sznat Mahasaswa
Fakultas Hukum® Unwersstas Indonesaa un-
tuk periode 1980 :--1982, menggantlkan
ketua Senat FHUI yang lama Mumung ‘Ar-
diredia yang telah habis masa jabatannya.
Pemilihan ketua senat tersebut diba;ené_i 'pi.b
la’ dengan pemilihan anggofa Badan Perwa-
kitan'* Mahasiwa - (BPM) yang beriangsung
secara demokzatis.

Menurut ketua Senat yang baru terpilih
tersebut, untuk ‘susunan pengurus seleng-
kapnya dari Senat Mahasiswa FHUI periode
19801982 ‘akan-ditentukan akhir Januari
ini :

ke &

. Retno Sunggingsari

Nugroho .. -




" PROF. DR. TAPOMAS HROMI

. WANI’I‘A 1tu.beljaian dengan gesn Dl
bahn sebelah kn‘mya .menyandang sebugh
) %as Begm; 3uga d: sebeiah kanannyammen—

' ftmgkat persxapan "FH-UI yanv ‘melihatnya
,sncmb' kannya be:lalu begitu saja Wanita
i te:lalu sederh:ma pen:zmp}.[annya untuk
'dapat segera menarik perhatian.
.oBamu setelab iz masuk ke dalam elas
dan langsuna melet.akkan tasnya di meja do-
sen, para mahasmwa masuk ”Smpa sih?"
tanya svoranfr mahasmwa berbxslk ‘pada te-
manhya Setelah tcmannya membemahu,
mahasaswa yang, bertanya terkejut bukan
‘alang kepajang ”Ohhh Hin (AP 7 N
. Wanita di atas. tak lsin adalah Prof. Dr.
'Tapl Omas Ihromz, Guru hesar Aﬂﬁ'opologi
FH dan FIS~UL Tetapi di sini By In-
‘Tomi, panggﬂan zkrab’ sehan—hmmya, juga
menjabat Pembantu Dekan Bidang Pene-
litian FIS, penasehat suatu majalah, pekerja
sosial yang ferkenal dan ibu dari dua orang
Jpuirl. . Namun . penampilan - sehari-harinya
amat sederhana. Jika belum mengenalnya,
orang 4ak -bakal menyangka baliwa itu ada-
dah Bu Taromi. . .
Tetap1 justru kesedexhanaannya[ah yang
memheda_kannya dari::yang . lain. -Pakaian-
nyz tak pernah mewsah. Kendati begitu bu-
kan berarti tidak pantas. Begitu juga ram-
butnya yang selalu digulung kebelakang, se-
rasi ‘dengan kesederhanaan penampilannya.
Tetapi di-balik kesederhanaannya bu Ihromi
amat gesit, cekatan dan cerdas! "Sejak
mahasiswa dulu, a memang sudah kelihatan
menonjol dard teman-temannya,” katz se-
orang bekas teman semasa mahasiswanya.
Sebagal seorang dosen termyata Bu Th-
romi cukup disenangi oleh para mahasiswa.
“Ibu Ihromi kalauw mengajar terbuka. Dia
bisa membangkitkan kreatifitas mahasiswa,
dan yang penting mau menerima pendapat
mahasiswa, “kata seorang mahasiswa tingkat
persiapan. Sementara seorang mahasiswa

DT Ry S AT S Wi [N

I vrm Lrdwr  Tlagy -

. Bejak kecil

Sering kali terlontar banyak pertanyaan
dari kalangan kampus; kenapa mesti memi-
lih antropologi vang dianggap “kering”? Bu
{hromi yang dilahirkan di Pematang Sian-
tar tahun 1930 ‘ini menuturkan, seiak kecil
memang ia sudah tertarik pada madelah adat
istiadat; Kalau pulang ke kampungnyz ia sé-
nantiasa  miemperhatikan- wpacarz-upacara
adat. Tak " heranlah ‘jika lantas judul di-
sertasinya adalah’ “Adat Perkawinan Toraja
Sa'dan Dalam Hukum Positif Mase Kini®.
Dengan disertasi inilali ia berhasil menyabet
gelar doktor pada tahun 1978 d.zn Umver-
sitas Indonesiz,

Barangkali kegemarannya sejak kecil
itulah yang menyvebabkan Bu Ihromi ferus
menegkuni bidang antropclogi yang sangat
dekat dengan hukum adat itu. Tetapi mana-
kala seorang mahasiswanya pernah bertanya
kepadanya mengenal gelar doktormvea de-
ngan merendah ia mengatakan, “Ah, tiba-
tiba saja dorongan untuk mengambit doktor
itu muncul”, Agaknya jawaban itu lebih me-
rupakan kerendahan hatinya ketimbang hal
yang sebenaraya. o

lantaran katan melihat proses bagimana
Bu Ihromi sampai berhak menyandang ge-

Y ddry A mcmpimtrm rranireran snsvtnar on e T Tam baa ¥ e o




- Alumm &Piof“l R

* Iengkapmya i tterpaksa harus” mendekam

L “refrensi, Denpan kebulatan tekad yang besar
o ..khxmya dxsert.rim}d berhasi} daselesaikan.

‘dikat cum [aude .ztau sangat memuaskan

Sesungguhnya keberhasﬂan Bu Ihromx

*mis dapat dikatakan juga merupakan refleksi
dari bara yang bergoisk dalam hatinya sen-
CdiriaNiatan-untuk memperoleh hasil yang fe-
. bihodari haik agaknya sudah terkandung se-
jaklama. Lingkungan adat yang mengalilingi-
nya memang merupakan faktor pendorong
" buat Bu Hhromi, tetapi agaknya yang paling
~dominan adafah justru nuansa keluarganya
‘sendiri.
“Ia berasal dari keluarga yang amat se-
= lderhana. Tefapi kendati ayahnya chma Tu-
= ‘lasan SD yang bekerja sebagai klien Amte-
““paar’, Bu Ihromi sangat mengaguminya.
“MPDengan keuleten yang besar ayah saya
.. akhirnya berhasil memperoieh Hasah pega-
= wvaiBu’ Ihromi mengenang. Tetap: apa
" daya, ayahnva vang ‘asal Tapanu[a itu telah
wafat manakala anak-znaknyva vang ber-
Jjumizh 8 ‘orang maszh membutuhkan kasxh
\ yarzanva :

Bewnu jUE:l tehnd.sp Jbunya ia memben—

ngan bangga, ”Walau ibu sendiri pendidxkan-

memperhatikan - pendidikan anak-anaknya.
"Tiulh sebabaya barangkali mengapa sauda-

tmgx, g tenmsuia Bu Ihromi sendist,
.-Namun “buat By lThromi pexja!anan me-
Esuiiy tang«a sukses dilatui dengan panjang.

Bahl Untuk menutupi kekurangan bisya Bu
sfiromi  terpaksn kuliak sambil  bekerja.
yaris tek ada waktu senggang untuk me-
mikmati hidup “hine-hara”. Hanya entung-

Mama memmggu ja dapat membaca buku-

‘buky, "Cukup baca pengetahuan yang saya

¢« Idapat dari‘pembaca bukd di toko ita,” tu-
" furnya.

. Perlahan-lahan tetapi pasti, Bu lhromi

- terus memperlihatkan prestasi menanjak.

~Gelar Sarjana hukum dipesolehnya tahun

1938, dari FH U vane kala itu masih

nama Mahsle Setelahitu fagi-lagiuntuk me-:
-hun pertams memang ia masih bisa mem,k-
di.Negii kincir angin memperbanyak ‘bahan :
~ menjadi guru’bshasa Indonesia,
- Lebihdari ituia mampu mempertahankan- -
Comyal ‘dengan baik, sehingga memperoleh pre—

- gelar Master of Art (MA). Di sini itu Bu Ths+:

] - romi mulai lebik .getol menjalain percintax
“menggapai Kesuksesan dalam bidang akade- L

}“m penghorgaan yang sama. Katanya de-

.nya cumg sampai kelus 111 SD, beliau sangat -

ra-saz:dam Bu. Thromi bisa menyabet gelar "

: Tahun 1951 da datang ke Jakarta unguk ku-

: '-: nya.iz bekerja di toko buku, sehingga se- )

antropologi ‘pada Universitas Comel.

mati bea-siswa, ‘naniun ‘setelah dtu iz 1_;1'
lagi harus - bekerja sambil: kulah. “Sa¥
” wjarnye

Tetapi ternyata jalur hidupnya mulaiiter-
patokan kembali sgjak di negri Paman Sam i«
itu.. Tahun 1962 Bu Ihromi mempergleh

annya dengan’ suaminya sekarang ‘yang be<
fajar “di - universitas: Harvard.:“Sebenarnyaic
kami di Amerika juga jarang berjumpa,’!
rena kesipukan masing-masing,” Bu ihro
menukas. ‘Biar begitz agaknya memang:d
sanalah cinta mereks menggebu, sebab toh
akhirnya mereka berhasil mengikat dizi da- -
lam tal perkawinan.

Percintaan mereka sendiri yang sebe-
narnya sadzh dirintis lama. Dimulai kurang
lebih pada tahun 1954. Tetapi hubungan
mereka pada awalnya mendapat tenfangan’
vang lumayan keras dari pihak keluarga Bu

Jhromi. Maklum suaminyz berasal dari suku

Parzhiangan. Perbedaan antara Batak-Sunda
inilzh yang menghambat hubungan mereka.
Sesudah mereke lebih intim di Amerka.
baralah restu keluar. Dan kini Bu Ihromi
sudah melahitkan dua orang putei dari su-
aminya. yang bergelar profesor. juga. Walau, _
setelah kawin perbedaan suku bukankn.me- .
rupakan faktor perbedaan yang ada. Kepada
harian - Kompas Bu. Ihromi mengatzkan, -
"Masalah kecil hanyalzh berkisar dalam me-
nanggapi sesuatu saja. Mmalnya saya ixdak;;
suka kalau suami saya kurang bereakst dan .,
tenang-tenang saja apabila menghadapi suaty
masalah. Sebaliknya ssami saya tidak me-
nyukal saya terlalu berterus terang atam ka- .

2

sar.

 Karier dan rumah mngga .

= Perihal keluarga di Indonesia Bu Thromi-’
tandas mengatakan, "Banvak golongan aias -
yang lebih mementingkan memberikan ma-
teri daripada memberikan pembinaan dari-
segi lain.” Akibatnya ansk merasa jenuh,
kurang dirangsang dan tidak kreatif, : Buo
Ihromi berpendapat, kiwari (Belakangan ini) -
banyak orang tva terlampau berharap dari”
guru/pendidikan di sekolah. Padakal menu-
rutnya justru pendidikan di rumah tak
kurang pentingnya.

Bu ihromi sendisi sebaga: wanita karier



Hukum dan Pembangunay ;.

dah: menemaninya:lebih dari 15 tabun. Te-
‘tapiiBusihromiztak pernzh lupa membim-
bing: sendiri:anak-anaknya agar senang mem-
baeca; /PR ranak:anak: sedapat-mungkin ia
kontrol Bahkan tak jarang BuIhromi mem-
buatssendiri soal -hitungan buat _dikesjakan
anaknya..:

“Dalam: kehsa_taanya dxbmsakan bersikap
terbuka: Masalah vang ada dipecahkan ber-
sama:-Keakraban terus dijaga. Misalnya de-

sunda itu tak pernah rewei dalam soal ma-,
kanan, Ucap Bu hromi, "Asal ada laldp dan E
sambal, sudak cukup.

Sementara dalam bidang karier Ltm da
disibukan *dengan mengajar, ceramah dan.
melakukan  perbagai penelitian. Sehingga
mobil VW putihnya terus sibuk mengantar- .
kan kemanas-mana. Tetapi di balik itu se-i:
mua, Bu Ihromi tetap sederhana. “la patut
diteladani, terutama-buat nyonya-nyonya

ngan: sering pergi nonton bersama. Disam- penggede u;ar S¢0rang ke:ab.,ainya

ping_;:itu_.-Bﬂ:}hromi terkadang menyempat-

kan diri -memaszk sendiri. “Tetapi hanya

pada hari-hari libar dan yang istimewa saja,” RETNO SUNGGINGSARI/

kilahnya. . Fpaknys, - suaminya yang asal - WINA ARMADA =
ALUMNI

‘Bambang Scelistio SH, Alumaus tahun
19687 Kantor: Dep. Perhubungan Ji. Merde-
ka ‘Barat no. '8 Jakarta ‘telp. 361302 &
348669. Rumah: Komplek Sep. Perhubung-
an TK1/9, Tanah Kusir Rt.-0014 Rw 015
Keb."Lﬁr%ta.Jakarta Seiatan. all

Tubagus Moh. Mun'im SH, Alumnis tahun

1968, saat ini sebaga: dosen Fis UL Kantor:
I Pe_mi_jda Rawamangun Jakarsa Timur
Telp. 483547. Rumah: Komplek Ul no. 14
Ciputat Kab. Lama Jzkarta Selatan.

Mohamad Taher Taim SH, Alumnus tahun
1968, adatah kep. Bagian Umum Dinas Ke-
bakaran DKL Kantor: Panglima Polim V
no."3 Keb. Baru Jakarta. Rumah: Dinas Ke-
bakaran DKI Jakarta, JL KH. Zainul Arifin
no. 71 telp. 371309 pes. 116

Ny. Herawati Sutardi SH, Alumnus tahun
1970, jabatannya saat ini Pengawas Kepe-
gawaiun BAKN. Kuntor : J1. Let. Jen Suto-
vo o 12 Cililitan Jakasta Timur Telp.
803008 pes. 56. Rumah: Komplek BAKN

No. D/V H. ES5 Suniur Batu kel Harapan ._ .
Mulya Rt 807 Rw 014 Jakarta Pusat.

Soemarjono Soemarsono SH, Alumnus ta:
hus 1972, adalah advokat & pengacara..
Kantor: JI. Sultan Agung no. 62 Pav. Kantor

Advokat & Pengacara Soemarsone, Herma &

Rekan, telp. 824960, Rumah : JL Duren Ti-
ga Rt 005 Rw 01 no. 42 Pav, Jakarta Selat-
an telp. 7900447 '
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Ketika Pengadilan Negeri Bekast mem-
vonis pefkara Sengkon dap Karta pada be-
berapa tahun yang ialu, hampir sebagian be-
sar masyarakal percayva bahwa pembunuh

Suizeman adalah mereka, Tidak hanya ma-
syarakat vang buta hukum saiz, tapi dapat
dipastikan bahwa mereka vang ahl hukum
dan teriibat langsung dalam perkara terse-
but seperti hakim, Jaksa dan polisi pun se-
muanya yakin bahwa mereka gdalah pelaku
delik yvang sebenarnya.

It adalah salah satu peristiwa pahit
vang harus diterima dua orang warga negara

Indonesia sebagai akibat dari produk dan sis- ..

tim peradilan yang kurang mapan. Bagaima-
na sesebzang vang sama sekali tidak melaku-
kan sesuatu perbuatan yang datuduhkan
padanya, akhirnya ia harus menuiyaxcan apa

vang dipertanyzkan ? Bagaimana sessorang.,

yang tidak tahus menzhu harus menerima
penangkapan dan penahﬂnan
mina seseorang yang s___

a§ tidak ber-

dang-undang, pada ancgal 23 September
1981, maka secara resmni Hukum Acara Pi-
dana fersebut, menggantikan kedudukan
berlakunya Herzien Inlandsch Reglement
{HIR) vang banyak disebut sebagai produk
kolonial. sejak tahun 1848.

Setidaknya hardpﬂn baru mulai ditanam-
kan, agar semua dari banyak peristiwa yang
seharusnya tidak terjadi mesti dihindarkan.
Harapan tersebut logis timbul, karena ma-
teri HAP yang baru lanhir ini mengandung
unsur perbaikan dan pembaharuan. Secara
materiil tujuh unsur barw atau bidang baru
dari 286 Pasal HAP itu meliputi bidang pe-
nyidikan, bantuan hukum, praperadilan, pe-
nuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, penin-
iairan Fembali esrfa peneawaenn (Jan neroa.e

Dan bagai- “-bit merngingat bahwa

"HARAPAN DEMI PERBALLAN

Terungkapnya kasus pembunuhan scpc
ii tersebut di atas di ssmping telah mendo-

rong para penegak keadilan untuk semakin:.-

jeli membace scifap persoulan huku'm,“
juga telah mendoreng keberanina Mahka'

mah Agung mengeluarkan dan mesmberlakin -

kan “Herziening” sebagdi lembaga penin-
jouan kembali terhadap keputusan hakdm

vang ictnyata ada kekeliruan di kemudian - .

horl. Dan dengan ketentuan terscbut, Mah- @
kamah Agung felah membebeskon Sengkon &
dan Karta dari hukuman yang sedang dija-
laninya.

Jika . dihubungkan . dengan _Pasal ~77
KUHAP dalam lembaga Praperadilan’ dan
pasal 95 sampai dengan 97 mengenai Ganti
Rugi dan rehabilitasi serta keluarnya lemba-
ga_llerziening, maka Sengkon dan Karta

sc]urusny'l sebagat insan pertama yang ber-

nikmati ketentusn-ketentuan terse-
mercka berdualah
membuka jalan bagi beribu insan
gkin mengaland nasib yang sama.

komentar mengalir. Ba;k yang
mela.[m mass media_maupun secara 'man to
man”. Dari kalanganadvocat, pada umem-
nya menyambut-positif kelahitan HAP ini,
hanya beberapa advocat masih menyertai
dengan beberapa jpeitanysan; apakah poli-
si-dalam hal ini telah Siap, mengingat dalam
ketentuan’ basu.ini polisi merupakan lemba-
ga penyidik ‘ttama. Sedang pada ketentuan
sebelumnya, jaksa juga merupakan lembaga
atau badan yang berwenang melakukan pe-
nyidikan. DPan masih banyak pertanyaan
lain yang mungkin timbul sehubungan de-
ngan peluksanaan ketentuan tersebut.

HAP adalsh salah satu implementasi da-
fzsm menuangkan jiwa UU No. 14 Tahun
1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Perlindungan hak-hak  azasi
manusia merupakan inti utama dari keten-.
tuan tersebut. Hasil Seminar Hukum Nasi-.
onal ke 11 yang diselenggarakan dalam rang-
ka membentuk hukum Nasional yang berda-
carlean  Papcasils terpvata telabh memberi



.matennya) Wajaﬂah kalau-kita mengharap' -

dari sejarah yang besgar itu suatu perbaikan

yvang menyeluruh. Jangan nantinyasiajustrs.

\iudah mudah:m saja hukum akan’
tap-di-atas-segala-galanya, -

Machrup Elrick

Rapio boupss






